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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi 

Tahun 2024-2026 lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan dengan 

baik.  

 Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi ini, 

maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang memiliki acuan tentang arah pembangunan ke 

depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut 

menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga 

setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

 Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi yang telah disusun ini 

tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan komitmen dan motivasi 

yang tinggi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

seluruh kegiatan pun harus dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada 

peningkatan kinerja. 

 Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencapai sasaran-sasaran  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang  

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

mengamanatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 

Tahun. Saat ini Kota Pangkalpinang sedang melaksanakan RPJMD 

Tahun 2018-2023, dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir 

pada Tahun 2023. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil 

Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023, akan diangkat 

penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Walikota dan Wakil 

Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.  

Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa 

jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023, maka Kota 

Pangkalpinang melakukan penyusunan RPD Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2024-2026, yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 

2026.  
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Selain berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-

2026, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas  

Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

Tahun 2024-2026 juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum  

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah 

tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
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2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4355);  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 

tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada 

Tahun 2023 dan daerah Otonom baru; 
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15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);  

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2012 Nomor 01);  

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2020 Nomor 1); 

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 

Seri E); 

19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah 

Kota Pangkalpinang; 

20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2023 Nomor 144); 
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21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

 Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman 

pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang 

ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja selama kurun waktu tiga tahun ke depan 

dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang 

tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. 

  Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah: 

1.  Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan 

untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan 

perencanaan pembangunan daerah;  

2.  Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur 

yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan 

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang; 

3.  Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER 2024-2026 
 
 

  I-7 
 

monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; 

4.  Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian 

target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan 

RENJA yang bersifat tahunan; 

5.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

 

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah 

 

Sistematika penulisan Rencana Strategis Transisi Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

 

 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. 

 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja 

pelayanan, serta penghargaan yang didapat, tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang. 
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Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

 Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang, telaahan tujuan sasaran RPD Kota 

Pangkalpinang Tahun 2024-2026, telaahan Renstra 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telaahan 

Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian 

Investasi, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Bangka Belitung, 

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Penentuan Isu-isu Strategis. 

 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

 Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 

 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 

 Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan 

jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 

 

Bab VI  Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta 

    Kerangka Pendanaan 

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub 

kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. 
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Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang 

tahun 2024-2026. 

 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah 

pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

PERAN GKAT DAERAH 

  

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang. 

Susunan organisasi perangkat daerah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Koordinator Keuangan; dan 

3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari: 

1. Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman 

Modal; 

2. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan 

Potensi Daerah; dan 

3. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; 

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari: 

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian; 

2. Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan 

Layanan; dan 

3. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem 
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Informasi 

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari: 

1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 

2. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; 

dan 

3. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 

f. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari: 

1. Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan 

Produktivitas; 

2. Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan; dan 

3. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

  g.   Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; 

   h.   UPT. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP & NAKER Kota Pangkalpinang 
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DAN 

NON PERIZINAN I 

SUB KOORDINATOR PERIZINAN 
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Sumber: Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang 

merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota 

Pangkalpinang, sebagai berikut: 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja 

berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas 

menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

2) penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan 

misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota; 

3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
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4) penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas 

dan mendistribusikannya kepada bawahan; 

5) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

6) pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

7) pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di 

lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan 

prasarana; dan 

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

B. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan 

fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja; 

3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, 

kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan 

masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
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Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan  

5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang 

diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris 

membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator 

meliputi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Koordinator Keuangan; dan 

c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

 

Tugas dan Fungsi masing - masing  Sub Bagian adalah : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung 

jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian 

dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangggan, 

kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
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a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, 

penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan 

perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi 

perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 

(mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, 

dan kesejahteraan pegawai);  

d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang 

milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja,  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan 

dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, 

pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian 

konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran 

informasi dan dokumentasi,  penyediaan  informasi dan 

dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian 

informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan 

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan 

Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 
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b. Sub Koordinator Keuangan 

Sub Koordinator Keuangan dipimpin oleh seorang 

Koordinator Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja. Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

Untuk melaksanakan tugas Subkoordinator Keuangan 

mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi 

anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja;  

c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja; dan 

d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan 

daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja. 

 

c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 

dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas 

Pekerjaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja. 

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 
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program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja. Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Perencanaan, 

Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan 

(Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, 

Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/ 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja; 

b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja; dan 

c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan 

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan 

Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

 

C. Bidang Penanaman Modal 

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

1)  perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan 

urusan pelayanan penanaman modal; 
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2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah di bidang penanaman modal; 

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada 

bidang penanaman modal; 

4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; 

5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 

lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal ; dan 

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang 

Penanaman Modal  membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi : 

a. Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman 

Modal; 

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan 

Potensi Daerah; 

c. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal. 

 

Tugas dan Fungsi masing masing Sub Koordinator sebagai 

berikut: 

a.  Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman 

Modal 

Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman 

Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup 

Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal. 

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Perencanaan 

Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi : 
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a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana stratagis dan pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; 

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana stratagis dan pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; 

c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha; 

d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan wilayah; 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator 

Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal kepada Kepala 

Bidang Penanaman Modal; dan 

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

b.  Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan 

Pengembangan Potensi Daerah 

Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan 

Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di 

lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub 

Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi 

Daerah mempunyai fungsi: 
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a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai 

dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk 

daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas; 

b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup 

mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan 

bidang bidang usaha unggulan prioritas; 

c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana 

penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya; 

d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil 

penanaman modal daerah; 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator 

Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah 

kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

c. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal 

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan 

evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal. Untuk 

melaksanakan tugas Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal 

mempunyai fungsi: 

a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal; 

b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam 

bentuk media cetak dan elektronik; 

c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik 

di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, 

temu usaha dan lokakarya; 
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d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Promosi 

Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman 

Modal; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

D. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan 

Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Pemerintah Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan 

urusan pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan 

peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi; 

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan 

peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi; 

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang 

pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan 

peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi; 

4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan 

peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi; 

5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain di bidang pengawasan, pengendalian, 
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informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, 

pelaporan dan sistem informasi; 

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan 

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Sub 

Koordinator meliputi: 

a. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian 

b. Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan 

Layanan 

c. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem 

Informasi 

 

 Adapun tugas masing masing Sub Koordinator sebagai berikut: 

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian 

bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan 

evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian. 

Untuk melaksanakan Sub Koordinator Pengawasan dan 

Pengendalian mempunyai fungsi: 

a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam 

pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman 

modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas 

pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman 
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modal sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-

undangan; 

c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui 

laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman 

modal lingkup daerah; 

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator 

Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian; dan  

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

2. Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan 

Peningkatan Layanan 

Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan 

Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, 

Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Untuk melaksanakan tugas 

Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan 

mempunyai fungsi: 

a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 
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b. merencanakan, mengidentifikasikan, memfasilitasi, 

memberikan layanan penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan perizinan dan non perizinan; 

c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan 

mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non 

perizinan; 

d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, 

mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penanganan 

pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan 

non perizinan; 

e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan penyusun 

peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM 

dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang 

meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator 

Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan kepada 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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3. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan 

Sistem Informasi 

Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem 

Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup 

Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Untuk 

melaksanakan tugas Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan 

dan Sistem Informasi mempunyai fungsi: 

a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non 

perizinan serta penanaman modal; 

b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta 

penanaman modal; 

c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan 

penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan 

serta penanaman modal; 

d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman 

modal; 

e. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan 

perizinan dan non perizinan serta penanaman modal; 

f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan 

prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi 

dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan 

perizinan dan non perizinan serta penanaman modal; 

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, 

Pelaporan dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian; dan 
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Pemerintah Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan 

urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah di bidang penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan; 

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain dibidang penyelenggaraan perizinan 

dan non perizinan; 

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan 

pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan 

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
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Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

 

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing Sub Koordinator 

sebagai berikut: 

1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan I 

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk melaksanakan Sub 

Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I  mempunyai 

fungsi: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan 

dan non perizinan I; 

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan I; 

g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan I; 
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i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan I; 

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I; 

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

2. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan II 

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk melaksanakan tugas, Sub 

Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai 

fungsi: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan II; 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan II; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan II; 

d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan 

dan non perizinan II; 
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e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan II; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan II; 

g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan II; 

h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan II; 

i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan II; 

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan II; 

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan 

II; 

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

3. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan III 

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk melaksanakan tugas, Sub 

Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 

mempunyai fungsi: 
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a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan III; 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan III; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan III; 

d. memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan 

perizinan dan non perizinan III; 

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan III; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan III; 

g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan III; 

h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan III; 

i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan III; 

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan III; 

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan 

III;  

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan III kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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F. Bidang Ketenagakerjaan 

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi 

di lingkungan Pemerintah Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan 

menyelenggarakan fungsi: 

1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK); 

2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang 

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan 

kecil; 

6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada 

perusahaan kecil; 

7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota 

8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; 

9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar 

kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan 

pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 

masyarakat; 

10)  koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 

pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja 

kepada masyarakat; 
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11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan 

tenaga kerja swasta; 

13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI; 

15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna 

penempatan; 

18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna; 

20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan 

tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 

(satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota; 

21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian 

kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota; 

22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

daerah kota; 

23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan  

perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota; 

24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 

perusahaan; 

25) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 

Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan 
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26) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan 

mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan 

penutupan perusahaan. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 

Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliput : 

a. Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan 

Produktivitas; 

b. Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan; 

c. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

 

Adapun tugas masing-masing Sub Koordinator sebagai berikut: 

1. Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan 

Produktivitas 

Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan 

Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, 

Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator 

Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai 

fungsi: 

a.    merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk 

jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja; 

b.    merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan 

bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja; 
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c.    membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam 

pelayanan kerja; 

d.    merencanakan sumber daya manusia pemberian izin 

lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

e.    menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan 

pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

f.    menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga 

penempatan tenaga kerja swasta; 

g.    menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk 

pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; 

h.    memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan 

perpanjangan IMTA; 

i.    merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja 

ke luar negeri kepada masyarakat; 

j.    menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan 

informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri 

kepada masyarakat; 

k.    memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan 

informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri 

kepada masyarakat; 

l.    merencanakan sumber daya manusia pemberian izin 

lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan 

pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

n.    menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga 

penempatan tenaga kerja swasta; 
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o.    merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon 

TKI ke luar negeri; 

p.    menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan 

dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

q.    merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

r.    menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan 

penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna 

penempatan; 

s.    memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian 

permasalahan TKI pra dan purna penempatan; 

t.    menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk 

melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

u.    menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan 

dan kepulangan TKI; 

v.    memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan 

kepulangan TKI; 

w.    menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan 

TKI purna; 

x.    menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI 

purna; 

y.    memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna; 

z.    merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk 

jabatan yang menangani tugas pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

aa.    merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada 

masyarakat; 
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bb.   membuat rencana kerja tentang pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja; 

cc.    mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan 

kerja yang akan disebarluaskan; 

dd.   merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang 

pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

ee.    menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya 

manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 

ff.    merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

gg.    memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

hh.   mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang 

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

ii.    menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam 

pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta; 

jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

kk.    menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan 

kerja; 

ll.    menyiapkan pelaksaanaan analisis kebutuhan pelatihan: 

mm.    menyiapkan program pelatihan; 

nn.    menyiapkan sarana dan prasarana; 

oo.    menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; 

pp.    menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; 

qq.    membuat konsep pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan 

pelatihan kerja; 
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rr.    merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan 

pemberi kerja; 

ss.    mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada 

pencari kerja dan pemberi kerja; 

tt.    merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil 

pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari dan 

pemberi kerja; 

uu.    menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; 

vv.    menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi 

            produktivitas; 

ww.    menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan 

pengukuran produktivitas; 

xx.    melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas  

yy.    menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran 

                         produktivitas; 

zz.    menyiapkan data dan metode pengukuran 

produktivitas;dan 

aaa.    merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas; 

 

2. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan 

Ketenagakerjaan 

Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan 

Industrial Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Sub 

Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai 

fungsi: 
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a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami 

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial; 

b. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pencegahan dan  penyelesaian perselihan hubungan 

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.  

 

3. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Sub 

Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mempunyai fungsi: 

a.   menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan 

pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 

bersama; 

b.  menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan 

di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja 

sama Bipartit; 

c.   membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di 

kabupaten/kota; 

d.  menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami 

     ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga 

     kerja; 
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e.  menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan 

jaminan sosial tenaga kerja; 

f.  menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum 

kota dan sektoral; dan 

g.  menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan 

jaminan sosial tenaga kerja. 

 

2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah  

   

    a.   Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember tahun 2022 

sebanyak 73 orang, terdiri dari 46 PNS (21 laki-laki dan 25 

perempuan) dan 27 non PNS (18 laki-laki dan 9 perempuan). 

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah PNS paling 

banyak berpendidikan Strata 1 yaitu sejumlah 27 orang. 

Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. berikut: 

   Tabel 2.1 

   Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS Non PNS 
Jumlah 

L P L P 

1. SMP Sederajat - - - - - 

2. SMA Sederajat 6 1 9 3 19 

3. D3 1 5 3 - 9 

4. S1 9 18 6 6 39 

5. S2 5 1 - - 6 

6. S3 - - - - - 

Jumlah 73 

   Sumber: Daftar Urut Kepangkatan DPMPTSP&NAKER Tahun 2022 
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b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

      Tabel 2.2 

   Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi 

 

No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

1 01.01.01.04.001 
Tanah Bangunan 

Kantor Pemerintah 
- Baik 1 

2 01.01.01.04.001 
Tanah Bangunan 

Kantor Pemerintah 
- Baik 1 

3 02.02.01.01.006 

kendaraan dinas 

bermotor perorangan  

lainnya (dst) 

TOYOTA 

HILUX 
Baik 1 

4 02.02.01.01.006 

kendaraan dinas 

bermotor perorangan  

lainnya (dst) 

NEW 

AVANZA 
Baik 1 

5 02.02.01.02.003 
Mini Bus ( Penumpang 

14 Orang Kebawah ) 

toyota 

avanza/ 

hitam 

Baik 1 

6 02.02.01.02.003 
Mini Bus ( Penumpang 

14 Orang Kebawah ) 

Honda 

Mobilio RS 

CVT 

Baik 1 

7 02.02.01.04.001 Sepeda Motor 
suzuki / FL 

125 SD 
Baik 1 

8 02.02.01.04.001 Sepeda Motor jupiter MX Baik 1 

9 02.02.01.04.001 Sepeda Motor 

YAMAHA  / 

JUPITER 

MX 

Baik 1 

10 02.02.01.04.001 Sepeda Motor - Baik 1 

11 02.02.01.04.001 Sepeda Motor JUPITER Z Baik 1 

12 02.02.01.04.001 Sepeda Motor jupiter z Baik 1 

13 02.02.01.04.001 Sepeda Motor 
YAMAHA / 

JUPITER Z 
Baik 1 

14 02.02.01.04.001 Sepeda Motor Yamaha Baik 1 

15 02.03.01.01.007 Mesin Gerinda BOSCH Baik 2 

16 02.03.03.01.024 Volt Meter Digital BOSCH Baik 2 

17 02.03.03.01.072 

 

Global Positioning 

System 

GARMIN Baik 2 
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No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

18 02.03.03.08.012 Termometer Standar Thermometer Baik 1 

19 02.05.01.01.002 
Mesin Ketik Manual 

Standard (14-16 Inci) 
- Baik 1 

20 02.05.01.02.003 
Mesin Hitung 

Elektronik/Calculator 
casio Baik 2 

21 02.05.01.02.003 
Mesin Hitung 

Elektronik/Calculator 
casio Baik 3 

22 02.05.01.02.003 
Mesin Hitung 

Elektronik/Calculator 
- Baik 7 

23 02.05.01.02.004 Mesin Kas Register 
SAFEGUAR

D ESD103 
Baik 1 

24 02.05.01.02.010 
Mesin Absen (Time 

Recorder) 
- Baik 1 

25 02.05.01.02.013 
mesin hitung/mesin 

jumlah  lainnya (dst) 
Leica disto Baik 1 

26 02.05.01.02.013 
mesin hitung/mesin 

jumlah  lainnya (dst) 
Leica disto Baik 1 

27 02.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio Canon Baik 1 

28 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal - Baik 2 

29 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal - Baik 2 

30 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Lion Baik 2 

31 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal lion Baik 1 

32 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal lion Baik 2 

33 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal LION Baik 1 

34 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Lion Baik 1 

35 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 

LION / 

PINTU 

SORONG 

KACA 

Baik 1 

36 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 

LION / 

PINTU 

SORONG 

KACA 

Baik 1 

37 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 

LION / 

PINTU 

SORONG 

KACA 

Baik 1 

38 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 

LION / 

PINTU 

SORONG 

KACA 

Baik 1 

39 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 

LION / 

PINTU 

SORONG 

Baik 1 
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40 02.05.01.04.002 Lemari Kayu lokal Baik 1 

41 02.05.01.04.002 Lemari Kayu Lokal Baik 2 

42 02.05.01.04.004 Rak Kayu - Baik 2 

43 02.05.01.04.004 Rak Kayu Lokal Baik 1 

44 02.05.01.04.004 Rak Kayu - Baik 2 

45 02.05.01.04.004 Rak Kayu 

BAHAN 

MULTIFLE

X HPL 

Baik 1 

46 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi - Baik 2 

47 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi LION Baik 1 

48 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi lion Baik 1 

49 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi Lion Baik 4 

50 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi lion Baik 1 

51 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi lion Baik 1 

52 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi lion Baik 2 

53 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi Lion Baik 3 

54 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi Lion Baik 1 

55 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi LION Baik 4 

56 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi LION Baik 2 

57 02.05.01.04.007 Brandkas Sargentsafe Baik 1 

58 02.05.01.04.027 Lemari Kaca - Baik 2 

59 02.05.01.04.027 Lemari Kaca Lion Baik 8 

60 02.05.01.04.027 Lemari Kaca Lion Baik 1 

61 02.05.01.04.027 Lemari Kaca - Baik 1 

62 02.05.01.04.027 Lemari Kaca LOKAL Baik 1 

63 02.05.01.05.003 
Papan Visual/Papan 

Nama 
- Baik 1 

64 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 2 

65 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 2 

66 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 1 

67 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 2 

68 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 1 

69 02.05.01.05.005 White Board SAKANA Baik 1 

70 02.05.01.05.005 White Board sakana Baik 1 

71 02.05.01.05.005 White Board SAKANA Baik 3 

72 02.05.01.05.010 Alat Penghancur Kertas KAZURE Baik 2 

73 02.05.01.05.012 Mesin Absensi 
SOLUTION 

X401 
Baik 1 

74 02.05.01.05.019 Alat Pemotong Kertas promaxy Baik 1 

75 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal - Baik 1 



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER 2024-2026 
 
 

II-35 
 

No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

76 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal 

AV TECH 

16 

CHANNEL 

Baik 1 

77 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal 

CAMERA 

INDOOR 

DOME 

AVTECH / 

HDTVI 

DG104 

Baik 1 

78 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal 

CAMERA 

INDOOR 

DOME 

AVTECH / 

HDTVI 

DG104 

Baik 1 

79 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal 

CAMERA 

INDOOR 

DOME 

AVTECH / 

HDTVI 

DG104 

Baik 1 

80 02.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal 

OUTDOOR 

AVTECH / 

HDVI 

DG108 AXP 

Baik 1 

81 02.05.01.05.034 Display focus Baik 1 

82 02.05.01.05.043 LCD Projector/Infocus 

EPSON / 

MULTI 

MEDIA 

PROYEKTO

R 

Baik 1 

83 02.05.01.05.075 Mesin Antrian - Baik 1 

84 02.05.01.05.076 Papan Nama Instansi Lokal Baik 2 

85 02.05.01.05.077 Papan Pengumuman sakana Baik 1 

86 02.05.01.05.077 Papan Pengumuman - Baik 1 

87 02.05.01.05.077 Papan Pengumuman lokal Baik 1 

88 02.05.01.05.077 Papan Pengumuman LOKAL Baik 1 

89 02.05.01.05.081 Teralis - Baik 1 

90 02.05.01.05.081 Teralis - Baik 1 

91 02.05.01.05.081 Teralis - Baik 1 

92   Teralis Lokal Baik 1 

93 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

94 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

95 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 32 

96 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

97 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

98 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya SHARPS Baik 1 
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99 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

100 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya Onna Baik 1 

101 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya Lokal Baik 1 

102 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

103 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

104 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya - Baik 1 

105 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya LOKAL Baik 1 

106 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya LOKAL Baik 1 

107   Rak Cas Lokal Baik 1 

108 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu - Baik 1 

109 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 
L Grand 

Furniture 
Baik 5 

110 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 
L Horse 

Metal 
Baik 1 

111 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu Orbitrend Baik 11 

112 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu - Baik 5 

113 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu lokal Baik 1 

114 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu ORBITREN Baik 8 

115 02.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal lion Baik 2 

116 02.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal - Baik 2 

117 02.05.02.01.008 Meja Rapat - Baik 1 

118 02.05.02.01.008 Meja Rapat kony kn 480 Baik 1 

119 02.05.02.01.008 Meja Rapat - Baik 1 

120 02.05.02.01.008 Meja Rapat LOKAL Baik 2 

121 02.05.02.01.008 Meja Rapat Lokal Baik 2 

122 02.05.02.01.014 Meja Resepsionis lokal Baik 1 

123 02.05.02.01.014 Meja Resepsionis lokal Baik 1 

124 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro Olympic Baik 1 

125 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - Baik 1 

126 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - 
Kurang 

Baik 
1 

127 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - Baik 2 

128 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 
grand 

furniture 
Baik 4 

129 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 
grand 

furniture 
Baik 11 

130 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 
grand 

furniture 
Baik 2 

131 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 
grand 

furniture 
Baik 3 

132 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - Baik 1 

133 02.05.02.01.029 Kursi Fiber Glas/Plastik Napoly Baik 20 
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134 02.05.02.01.030 Kursi Rapat nila Baik 12 

135 02.05.02.01.030 Kursi Rapat NILA Baik 6 

136 02.05.02.01.031 Kursi Tamu - Baik 1 

137 02.05.02.01.031 Kursi Tamu LOkal Baik 1 

138 02.05.02.01.031 Kursi Tamu PERFECTA Baik 1 

139 02.05.02.01.031 Kursi Tamu - Baik 1 

140 02.05.02.01.032 Kursi Putar indachi Baik 15 

141 02.05.02.01.032 Kursi Putar - Baik 10 

142 02.05.02.01.036 Kursi Lipat chitose Baik 9 

143 02.05.02.01.036 Kursi Lipat chitose Baik 11 

144 02.05.02.01.041 Partisi LOKAL Baik 1 

145 02.05.02.01.048 Sofa S Alphard Baik 1 

146 02.05.02.01.048 Sofa - Baik 1 

147 02.05.02.01.048 Sofa - Baik 2 

148 02.05.02.01.048 Sofa ( Biru ) Lokal Baik 12 

149 02.05.02.01.048 Sofa ( Putih ) Lokal Baik 3 

150 02.05.02.01.050 Meubeleur lainnya - Baik 4 

151 02.05.02.01.050 Meubeleur lainnya - Baik 46 

152 02.05.02.02.001 Jam Mekanis - Baik 3 

153 02.05.02.02.001 Jam Mekanis SEIKO Baik 3 

154 02.05.02.02.003 Jam Elektronik SEIKO Baik 1 

155 02.05.02.02.003 Jam Elektronik seiko Baik 1 

156 02.05.02.03.003 
Mesin Pemotong 

Rumput 
Sthill Baik 1 

157 02.05.02.04.001 Lemari Es 
POLYTRON 

/ 1 PINTU 
Baik 1 

158 02.05.02.04.003 A.C. Window sharp Baik 2 

159 02.05.02.04.003 A.C. Window 
PANASONI

C 
Baik 1 

160 02.05.02.04.003 A.C. Window panasonic Baik 1 

161 02.05.02.04.003 A.C. Window 

PANASONI

C / CU-

PN18RKP 

Baik 1 

162 02.05.02.04.003 A.C. Window 
PANASONI

C 
Baik 3 

163 02.05.02.04.003 A.C. Window 
PANASONI

C / R-32 
Baik 1 

164 02.05.02.04.003 A.C. Window DAIKIN Baik 1 

165 02.05.02.04.004 A.C. Split panasonic Baik 2 

166 02.05.02.04.004 A.C. Split - Baik 1 

167 02.05.02.04.004 A.C. Split - Baik 1 
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168 02.05.02.04.004 A.C. Split panasonic Baik 1 

169 02.05.02.04.004 A.C. Split Sharp Baik 4 

170 02.05.02.04.004 A.C. Split Sharp Baik 1 

171   A C Split 1/2 PK Panasonic Baik 1 

172   AC Split 1 PK Panasonic Baik 3 

173   AC Split 2 PK Panasonic  Baik 4 

174   AC Split 5 PK Panasonic  Baik 2 

175 02.05.02.04.006 Kipas Angin - 
Rusak 

Berat 
1 

176 02.05.02.04.006 Kipas Angin - Baik 1 

177 02.05.02.04.006 Kipas Angin - 
Kurang 

Baik 
3 

178 02.05.02.04.015 Alat Pendingin lainnya 

SHARP / 

FU-A2BY 

ION 

Baik 1 

179 02.05.02.04.015 Alat Pendingin lainnya 

SHARP / 

FU-A2BY 

ION 

Baik 1 

180 02.05.02.05.002 
Kompor Gas (Alat 

Dapur) 
rinnai Baik 1 

181 02.05.02.05.002 
Kompor Gas (Alat 

Dapur) 
RINAI Baik 1 

182 02.05.02.05.009 Tabung Gas pertamina Baik 1 

183 02.05.02.05.026 Alat Dapur lainnya National 
Kurang 

Baik 
1 

184 02.05.02.05.026 Alat Dapur lainnya LOKAL Baik 1 

185 02.05.02.05.026 Alat Dapur lainnya MIYAKO Baik 6 

186 02.05.02.06.002 Televisi sharp Baik 1 

187 02.05.02.06.002 Televisi Sharp Baik 1 

188 02.05.02.06.002 Televisi LG Baik 2 

189 02.05.02.06.002 Televisi SAMSUNG Baik 1 

190 02.05.02.06.002 Televisi 
SAMSUNG 

UHDTV 
Baik 1 

191 02.05.02.06.012 Wireless raschsehr Baik 1 

192 02.05.02.06.020 Stabilisator CONAN Baik 1 

193 02.05.02.06.021 Camera Video SONY Baik 1 

194 02.05.02.06.021 Camera Video sony Baik 1 

195 02.05.02.06.028 
Lambang Garuda 

Pancasila 
- Baik 1 

196 02.05.02.06.028 
Lambang Garuda 

Pancasila 
Lokal Baik 1 

197 02.05.02.06.029 
Gambar Presiden/Wakil 

Presiden 
Lokal Baik 1 

198 02.05.02.06.036 Tangga Aluminium - Baik 1 
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199 02.05.02.06.059 Gordyin/Kray - Baik 1 

200 02.05.02.06.077 
Alat Rumah Tangga 

Lain-lain 
lokal Baik 1 

201 02.05.02.06.077 
Alat Rumah Tangga 

Lain-lain 
Tedmon air Baik 1 

202 02.05.02.06.077 
Alat Rumah Tangga 

Lain-lain 

PentaK AP 

75-4 Inc 
Baik 1 

203 02.05.02.06.077 
Alat Rumah Tangga 

Lain-lain 
- Baik 1 

204 02.05.02.07.001 Alat Pemadam/Portable Viking Baik 2 

205 02.05.02.07.016 
Alat Pembantu 

Kebakaran 

VISAFE 

FIRE / AV 

60 P 

Baik 3 

206   
Rambu - Rambu Lalu 

Lintas 
- Baik 1 

207   Steager Billboard  - Baik 1 

208 02.05.03.01.005 
Meja Kerja Pejabat 

Eselon III 
- Baik 1 

209 02.05.03.01.005 
Meja Kerja Pejabat 

Eselon III 
- 

Kurang 

Baik 
1 

210 02.05.03.01.005 
Meja Kerja Pejabat 

Eselon III 

grand 

furniture 
Baik 1 

211 02.05.03.01.005 
Meja Kerja Pejabat 

Eselon III 
Lokal Baik 1 

212 02.05.03.01.008 
Meja Kerja Pegawai 

Non Struktural 
- Baik 1 

213   Meja Kerja Pejabat  Lokal Baik 5 

214   Meja Rapat Pejabat Lokal Baik 1 

215   Meja Rapat Pejabat Lokal Baik 1 

216 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

Indachi Baik 1 

217 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

- Baik 5 

218 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

Donati Baik 1 

219 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

indachi Baik 2 

220 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

indachi Baik 3 

221 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

indachi Baik 1 
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222 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

indachi Baik 1 

223 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

Indachi Baik 1 

224 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

ERGOTEC Baik 15 

225 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

ERGOTEC Baik 8 

226 02.05.03.03.001 

Kursi Kerja 

Menteri/Gubernur/Bupa

ti/Walikota 

- Baik 1 

227 02.05.03.03.004 
Kursi Kerja Pejabat 

Eselon II 
- 

Rusak 

Berat 
1 

228 02.05.03.03.005 
Kursi Kerja Pejabat 

Eselon III 
INDACHI Baik 1 

229 02.05.03.03.008 
Kursi Kerja Pegawai 

Non Struktural 

ERGOTEC / 

SANDARA

N TINGGI 

Baik 1 

230 02.05.03.03.008 
Kursi Kerja Pegawai 

Non Struktural 

ERGOTEC / 

SANDARA

N TINGGI 

Baik 13 

231 02.05.03.05.006 

Kursi Hadap Depan 

Meja Kerja Pejabat 

Eselon IV 

ERGOTEC Baik 10 

232   
Kursi Rapat Pejabat ( 

Kursi Sidang ) 
Decco Baik 5 

233   
Kursi Rapat ( Kursi 

Biasa ) ( Kecil ) 
Decco Baik 10 

234   
Kursi Rapat Pejabat ( 

Pimpinan ) 
Decco Baik 3 

235   
Kursi Kerja Pejabat ( 

Kursi Kerja ) 
Decco Baik 9 

236   
Kursi Kerja Hadap 

Depan (Kursi Pemohon) 
Decco Baik 9 

237   Kursi Roda SELLA Baik 1 

238 02.05.03.07.006 
Lemari Buku Untuk 

Perpustakaan 
- Baik 2 

239 02.05.03.07.007 
Lemari Buku Arsip 

Untuk Arsip Dinamis 
Lion Baik 1 

240 02.05.03.07.007 
Lemari Buku Arsip 

Untuk Arsip Dinamis 
LOKAL Baik 2 
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241   Lemari Arsip Brother Baik 1 

242 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

ICA  / 

1022B,200V

A/1000W 

Baik 1 

243 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

ICA  / 

1022B,200V

A/1000W 

Baik 1 

244 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

ica cp 700 / 

CP 700 
Baik 4 

245 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

UPS ICA CT 

682B 
Baik 2 

246 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

ICA CT 

682B 
Baik 3 

247 02.06.01.01.048 
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 
APC Baik 2 

248   
Uninterruptible Power 

Supply (UPS) 

Tipe 

PERO700SF

C 

Baik 4 

249 02.06.01.02.003 Camera Electronic SONY Baik 1 

250 02.06.01.02.057 Slide Projector sony Baik 1 

251 02.06.01.02.061 Lensa Kamera 
canon EOS 

600D 
Baik 1 

252 02.06.01.04.010 Mesin Pemotong Biasa STHL Baik 1 

253 02.06.01.06.001 Alat Studio Lainnya - Baik 1 

254 02.06.01.06.001 Alat Studio Lainnya OUTDOR Baik 1 

255 02.06.01.06.001 Alat Studio Lainnya INDOOR Baik 1 

256 02.06.02.01.001 Telephone (PABX) - Baik 1 

257 02.06.02.01.010 Facsimile panasonic Baik 1 

258 02.06.02.01.010 Facsimile 
PANASONI

C 
Baik 1 

259 02.06.02.01.022 
alat komunikasi 

telephone  lainnya (dst) 
CANON Baik 1 

260 02.06.02.01.022 
alat komunikasi 

telephone  lainnya (dst) 
OPPO A15S Baik 1 

261 02.06.03.47.002 Genset firman Baik 1 

262 02.10.01.01.001 
Mainframe (Komputer 

Jaringan) 
IBM Baik 1 

263 02.10.01.01.004 Internet - Baik 1 

264 02.10.01.02.001 P.C Unit pc Baik 2 

265 02.10.01.02.001 P.C Unit SAMSUNG Baik 6 

266 02.10.01.02.001 P.C Unit LCD/aoc Baik 1 
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267 02.10.01.02.001 P.C Unit BEN Q Baik 3 

268 02.10.01.02.001 P.C Unit LG flatron Baik 1 

269 02.10.01.02.001 P.C Unit BEN-Q Baik 1 

270 02.10.01.02.001 P.C Unit pc Baik 1 

271 02.10.01.02.001 P.C Unit acer Baik 2 

272 02.10.01.02.001 P.C Unit ACER Baik 1 

273 02.10.01.02.001 P.C Unit Lenovo Baik 2 

274 02.10.01.02.001 P.C Unit 
HP 

PAVILION 
Baik 4 

275 02.10.01.02.001 P.C Unit 

HP-

PAVILION / 

20-2210X 

Baik 2 

276 02.10.01.02.001 P.C Unit 

HP-

PAVILION / 

20-2210X 

Baik 1 

277 02.10.01.02.001 P.C Unit 

DELL 

OPTIPLEX / 

3020 

MIKRO 

Baik 2 

278 02.10.01.02.001 P.C Unit 

PC AION 

LENOVO / 

S200Z-QID 

Baik 2 

279 02.10.01.02.001 P.C Unit 

INTEL 

CELERON 

J3355 / j3355 

Baik 4 

280 02.10.01.02.001 P.C Unit 

PC. 

LENOVO 

AIO 420-

22AST 

Baik 2 

281 02.10.01.02.001 P.C Unit LENOVO Baik 3 

282 02.10.01.02.001 P.C Unit 

LENOVO / 

ALL IN 

ONE 

Baik 2 

283 02.10.01.02.001 P.C Unit ACER C22 Baik 1 

284   P.c Unit AIO Asus Baik 1 

285   P.c Unit AIO Lenovo Baik 3 

286 02.10.01.02.002 Lap Top sony vaio Baik 2 

287 02.10.01.02.002 Lap Top 

HP 

PAVILION 

14-VO43TX 

Baik 3 

288 02.10.01.02.002 Lap Top ACER Baik 3 

289 02.10.01.02.002 Lap Top ACER Baik 1 

290 02.10.01.02.002 Lap Top DELL Baik 2 

291 02.10.01.02.003 Note Book TOSHIBA Baik 1 

292 02.10.02.01.012 Hard Disk SEAGATE Baik 3 
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No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

293 02.10.02.01.012 Hard Disk - Baik 2 

294 02.10.02.01.012 Hard Disk SEGATE Baik 3 

295 02.10.02.01.018 
peralatan mainframe  

lainnya (dst) 
- Baik 1 

296 02.10.02.01.018 
peralatan mainframe  

lainnya (dst) 

ASUS / Ee 

TOP2323 

INT 

BFO13R 

Baik 1 

297 02.10.02.02.009 
Scanner (Peralatan Mini 

Komputer) 

SCANJET 

N6350 
Baik 1 

298 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

epson lq 

2180 
Baik 1 

299 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

Epson LQ 

2190 
Baik 2 

300 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 
epson lx310 Baik 2 

301 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

Canon IX 

6560 
Baik 1 

302 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

Epson LQ 

2190 
Baik 1 

303 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

CANON 

IX6560 A3 
Baik 2 

304 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

EPSON 

L306 / A4 

BLACK-

WHITE 33 

PPM 

Baik 2 

305 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

BROTHER / 

DCPT-300 
Baik 1 

306 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

EPSON / 

L360 
Baik 4 

307 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

EPSON 

L3150 
Baik 2 

308 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 
EPSON Baik 3 

309 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 
EPSON A3 Baik 1 

310 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 
EPSON Baik 1 
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No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

311 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

EPSON 

L3210 
Baik 2 

312 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

CANON 

PIXMA 

53010 

Baik 1 

313 02.10.02.03.003 
Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 
- Baik 1 

314   Printer Epson L3210 Epson L3210 Baik 6 

315 02.10.02.04.002 Router 
LINKYS  / 

EA6200 
Baik 1 

316   Mixer 8 Channel - Baik 1 

317   Breacket Tempel - Baik 1 

318   Speaker Aktif 10 Inch - Baik 2 

319   
Mic Wireless 

Conference 8 Chanel 
- Baik 1 

320   Mic Wireless Biasa   Baik 2 

321 02.10.02.04.004 Modem 
LINKYS / 

X1000 
Baik 2 

322 02.10.02.04.004 Modem 
ADVAN 

CPE 
Baik 1 

323 02.10.02.04.033 
Peralatan Jaringan 

lainnya 
- Baik 1 

324 03.01.01.01.001 
Bangunan Gedung 

Kantor Permanen 
- Baik 1 

325 03.01.01.01.001 
Bangunan Gedung 

Kantor Permanen 
- Baik 1 

326 03.01.01.01.001 
Bangunan Gedung 

Kantor Permanen 
- Baik 1 

327 03.01.01.01.001 
Bangunan Gedung 

Kantor Permanen 
- Baik 1 

328 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- 

Kurang 

Baik 
1 

329 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

330 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

331 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

332 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

333 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 
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No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

334 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

335 03.01.01.01.005 
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain 
- Baik 1 

336 03.01.01.08.001 

Bangunan Gedung 

Tempat Ibadah 

Permanen 

- Baik 1 

337 03.01.01.09.001 
Bangunan Gedung 

Pertemuan Permanen 
- Baik 1 

338 03.01.01.14.004 

Bangunan Gedung 

Garasi/Pool Lain-lain 

(dst) 

- Baik 1 

339 03.01.01.14.004 

Bangunan Gedung 

Garasi/Pool Lain-lain 

(dst) 

- Baik 1 

340 03.01.01.30.002 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

Semi Permanen 

- Baik 1 

341 03.01.01.30.002 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

Semi Permanen 

- Baik 1 

342 03.01.01.30.002 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

Semi Permanen 

- Baik 1 

343 03.01.01.30.002 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

Semi Permanen 

- Baik 1 

344 03.01.01.32.005 
Bangunan Fasilitas 

Umum lainnya 
- Baik 1 

345 03.01.01.37.001 
Bangunan gedung 

Tempat Kerja Lainnya 
- Baik 1 

346 03.01.01.37.001 
Bangunan gedung 

Tempat Kerja Lainnya 
- Baik 1 

347 03.01.01.37.001 
Bangunan gedung 

Tempat Kerja Lainnya 
- Baik 1 

348   Interior Ruang Rapat Lokal Baik 1 

349   Interior Dinas - Baik 1 

350   
Landscape Taman 

Kantor 
- Baik 1 

351 03.01.02.05.002 Asrama Semi Permanen - 
Kurang 

Baik 
1 

352 04.01.01.10.001 Jalan lainnya - Baik 1 

353   

Instalasi Air Bersih / air 

Baku Lainnya ( sumur 

Bor ) 

- Baik 1 
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No. Kode Barang Nama / Jenis Barang 
Merk/ 

Type 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

354 04.03.06.03.001 
Instalasi Pusat Pengatur 

Listrik Kapasitas Kecil 
- Baik 1 

355   
Pemasangan daya listrik 

( 33,000 VA ) 
  Baik 1 

356 04.04.02.03.001 Jaringan listrik lainnya - Baik 2 

357 04.04.02.03.001 Jaringan listrik lainnya - Baik 1 

358 04.04.02.03.001 Jaringan listrik lainnya - Baik 1 

359 04.04.02.03.001 Jaringan listrik lainnya - Baik 1 

360 04.04.02.03.001 Jaringan listrik lainnya - Baik 1 

361 04.04.03.05.001 Jaringan telepon lainnya - Baik 1 

362 05.01.01.01.012 Buku Umum Lain-lain - Baik 1 

363 05.01.01.01.012 Buku Umum Lain-lain - Baik 1 

364 05.01.01.01.012 Buku Umum Lain-lain - Baik 1 

365 05.01.01.01.012 
Buku Umum Lain-

lain 
- Baik 1 

366 05.01.01.01.012 
Buku Umum Lain-

lain 
- Baik 1 

367 05.01.01.01.012 
Buku Umum Lain-

lain 
- Baik 1 

368 05.01.01.04.004 Ekonomi - Baik 1 

369 05.02.01.02.006 Lukisan lain-lain - Baik 1 

            Sumber: Laporan Pengguna Barang Tahunan DPMPTSP&NAKER Tahun 2022 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang berdiri sejak 1 (satu) Januari 

Tahun 2017. Sejak periode tersebut, Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai macam program dan 

menghasilkan kinerja yang beragam. 
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Renstra terakhir Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah 

dokumen perencanaan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 

2023. Oleh karena itu, pencapaian kinerja yang disajikan dalam 

Renstra Transisi ini adalah capaian kinerja selama kurun waktu 

tersebut. 

 

a. Kinerja Tahun 2018 

Berikut ini adalah capaian kinerja Dinas sesuai dengan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018:            

             

                    Tabel 2.3 

         Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

             Tahun 2018 

 

No 

Indikator 

Kinerja Sesuai 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target IKK 

Targ

et 

Indik

ator 

Lain

nya 

Target 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Realisasi 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Rasio 

Capaia

n Pada 

Tahun 

(%) 

2018 2018 2018 

1. 
Jumlah calon 

wirausaha baru 
 - -  40 0 0 

2. 

Jumlah 

lowongan 

pekerjaan baru 

 - -  160 493 308,1 

3. 

Persentase 

pencari kerja 

terdaftar yang 

ditempatkan 

Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

 - 70 73,91 105,6 

4. 

Persentase 

kasus yang 

diselesaikan 

melalui 

perjanjian 

bersama 

-  - 100 28 28 
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5. 
Indeks kepuasan 

masyarakat 

Keberadaan 

Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

 - 80 84,36 105,4 

6. Nilai investasi 

Kenaikan/ 

penurunan 

Nilai Realisasi 

PMDN 

(milyar 

rupiah)  

 - 116 M 258,29 M 222,66 

 Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP&NAKER Tahun  

    2018 
 

Dari indikator kinerja di atas, indikator jumlah calon 

wirausaha baru pada tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang tidak mendapat alokasi dana yang 

memadai, sehingga tidak dapat melaksanakan program 

pembentukan calon wirausaha baru. 

Sedangkan pada indikator kedua, terdapat peningkatan 

jumlah lowongan pekerjaan baru dari tahun 2017 sampai 2018, 

yaitu 419 di tahun 2017 dan 493 di tahun 2018. Hal ini disebabkan 

oleh banyaknya perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga 

kerja, sehingga adanya peningkatan jumlah lowongan pekerjaan. 

Untuk indikator persentase pencari kerja terdaftar yang 

ditempatkan, terdapat beberapa faktor pendorong peningkatan 

pencari kerja terdaftar yang ditempatkan antara lain adalah 

peningkatan kualitas dari si pencari kerja itu sendiri sehingga 

banyak pencari kerja yang lulus dalam seleksi CPNS, baik itu di 

Kementerian/ Lembaga/ Pemda serta perusahaan swasta lainnya, 

terutama perusahaan baru yang bergerak di bidang perhotelan. 

Indikator persentase kasus yang diselesaikan melalui 

perjanjian bersama pada tahun 2018 hanya 42%. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh penentuan target kinerja yang terlampau tinggi, 
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sementara yang diharapkan adalah kasus perselisihan akan 

menurun setiap tahunnya. 

Untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat 

adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui 

kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja 

penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 

Survey ini dilaksanakan dengan cara mengisi kuisioner 

setelah proses permohonan izin selesai. Masyarakat yang dijadikan 

populasi dan sampel adalah pemohon yang mengajukan 

permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selama tahun berjalan. 

Nilai dari indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan 

sejak 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, nilai 

indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,91 dan mengalami 

kenaikan sebesar 1,45 di tahun 2018 yaitu menjadi 84,36.  

Sedangkan nilai investasi seperti tabel di atas berasal dari 

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Nilai investasi terealisasi 

sebesar 258,29 Milyar dari target 116 Milyar. 

 

               Tabel 2.4 

                    Realisasi Progran Tahun 2018 

Program Indikator  Satuan Target  Realisasi  

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Persentase layanan administrasi 

perkantoran yang dapat terpenuhi 
% 100 98,33 

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

persentase sarana dan prasarana 

aparatur yang dapat disediakan, 

dibangun, pelihara, direhab 

% 100 100 

 Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur  

 

persentase hari kehadiran PNS 

dalam 1 tahun 

% 100 83,33 
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Program Indikator  Satuan Target  Realisasi  

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

persentase laporan kinerja dan 

keuangan yang dibuat selama 1 

tahun 

% 100 100 

Program peningkatan PAD 

dan Pendapatan Lainnya 
Persentase realisasi pendapatan % 100 100 

Program Peningkatan 

Promosi dan kerjasama 

Investasi 

persentase kerjasama investasi yang 

dapat dilaksanakan 
% 100 100 

Program Peningkatan Iklim 

dan Realisasi Investasi 

terciptanya informasi perizinan 

yang aktual 
% 100 100 

Program Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

persentase program peningkatan 

kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja 

% 100 70,83 

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

persentase peningkatan kesempatan 

kerja 
% 100 100 

 Program Pengembangan 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

Meningkatnya Pemahaman dan 

Pengetahuan Antara pekerja dan 

pengusaha 

% 100 46 

           Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun 

          2018 
 

b. Kinerja Tahun 2019-2020 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengalami perubahan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pada kurun waktu tahun 

2019-2020, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2019-2020 
 

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP&NAKER Tahun 2019-2020 

 

Pada tabel diatas, indikator nilai investasi pada tahun 

2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 

1.672.755.761.147. 

Sampai dengan tahun 2019, pencatatan nilai investasi 

masih bersifat manual, sehingga lebih mudah melakukan verifikasi 

jika terjadi kesalahan dalam pengisian data investasi. Sedangkan 

tahun 2020, pencatatan nilai investasi sudah bersifat online 

menggunakan aplikasi National Single Window for  Investment 

(NSWI). Aplikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu 

BKPM Republik Indonesia yang terintegrasi dari Online Single 

Submission (OSS). 

Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapan 

aplikasi OSS ini. Salah satunya kelebihannya, pelaku usaha (calon 

investor) dapat melakukan pengisian sendiri sehingga 

mempermudah dalam pengurusan perizinan usahanya. 

No 

Indikator 

Kinerja 

Sesuai 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Target 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Realisasi 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Realisasi 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

Rasio 

Capaia

n Pada 

Tahun 

(%) 

Rasio 

Capaian 

Pada 

Tahun 

(%) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. 
Nilai 

Investasi 

Persentase 
peningkata

n investasi 

di 
kabupaten/

kota 

- 30 M 35 M 368.64 M 2.04 T 1,228 5,832 

2. 

Tingkat 

Penganggur

an Terbuka 

Tingkat 

Penganggur

an 

- 5,05% 5% 5,01% 6,93% 99,20 138,6 



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER 2024-2026 
 
 

II-52 
 

Kelemahannya adalah Pemerintah menjadi sulit 

melakukan pengawasan dan memverifikasi investasinya, selain 

itu kurangnya pengetahuan terhadap OSS akan berdampak 

terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Kesalahan dalam 

pengisian data melalui OSS tersebut akan berdampak pada 

pencatatan nilai investasinya. 

Nilai investasi adalah nilai perkiraan awal dari calon 

investor saat mendaftarkan permohonan izin usahanya di Online 

Single Submission (OSS). Sedangkan nilai realisasi investasi 

adalah nilai perkembangan penanaman modal dari perusahaan 

yang dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM). 

Rekapitulasi capaian nilai investasi dan realisasi 

investasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.6 

 Capaian Nilai Investasi dan Realisasi Investasi 

 

Uraian 2019 2020 

Nilai Investasi 368,64 M 2,04 T 

Realisasi Investasi 1,47 T 215,54 M 

        Sumber: Rekapitulasi National Single Window for Investment (NSWI) dan  

                        Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2019 dan 2020 

 

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian 

kinerja peningkatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang adalah 

adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. 

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan 

oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja meliputi sektor lingkungan, perdagangan, 

perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan, tenaga kerja, 
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pendidikan, perhubungan, pariwisata, pertanian dan peternakan, 

kelautan dan perikanan, komunikasi serta aktivitas standar 

lainnya. 

Secara lengkap mengenai pertumbuhan penerbitan izin 

dan non izin selama tahun 2018 sampai dengan 2022 seperti yang 

tercantum dalam grafik dibawah ini: 

 

Grafik 2.1 

Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan 

2018-2022 

 

 

Sumber: Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP&NAKER Tahun 

    2018-2022 

 

 

 



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER 2024-2026 
 
 

II-54 
 

Sedangkan indikator kedua yaitu tingkat pengangguran 

terbuka harusnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Tetapi sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka mengalami 

peningkatan dari 2019 ke 2020 yaitu sebesar 1,93%. Hal ini 

disebabkan oleh faktor kesempatan kerja yang berkurang 

dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi akibat 

pandemi COVID-19. Peluang kesempatan kerja ini juga tidak 

diimbangi dengan keahlian dan keterampilan para tenaga kerja di 

Kota Pangkalpinang.  

 

   Tabel 2.7 

  Realisasi Program Tahun 2019-2020 

Program Indikator  Satuan 

Target  Realisasi  Target  Realisasi  

2019 2019 2020 2020 

 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran  

jumlah layanan 

administrasi 

perkantoran 

yang tersedia 

% 100 
                      

83,33  
100 79,63 

 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur  

terpenuhinya 

kebutuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

upaya 3 4 100 
            

92,55  

 Program 

Peningkatan 

Disiplin 

Aparatur  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan 

disiplin aparatur 

upaya 1 1 - - 

 Program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur  

persentase 

meningkatnya 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

% 100 100 100 100 

 Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan  

pengembangan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

upaya 7 7 100 100 
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Program Indikator  Satuan 

Target  Realisasi  Target  Realisasi  

2019 2019 2020 2020 

Program 

peningkatan 

PAD dan 

pendapatan 

lainnya  

Jumlah retribusi 

yang diperoleh 
Rp 

 

4.174.322.520,00  

 

2.298.697.620,00  
- - 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

upaya 2 2 - - 

 Program 

Peningkatan 

Kesempatan 

Kerja  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan 

perluasan 

kesempatan 

kerja 

upaya 1 1 - - 

 Program 

Pengembangan 

Hubungan 

Industrial dan 

Jamsostek  

jumlah upaya 

dalam 

mengembangkan 

Hubungan 

Industrial dan 

Jamsostek 

upaya 3 3 - - 

 Program 

Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama 

Investasi  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan 

promosi dan 

kerjasama 

investasi 

upaya 3 1 - - 

 Program 

Peningkatan 

Iklim Investasi 

dan Realisasi 

Investasi  

jumlah upaya 

dalam 

meningkatkan 

Iklim Investasi 

dan realisasi 

investasi 

upaya 6 4 65 454 

 Program 

penyiapan 

potensi 

sumberdaya, 

sarana, dan 

prasarana 

daerah  

jumlah upaya 

dalam 

menyiapkan 

potensi sumber 

daya, sarana dan 

prasarana daerah 

upaya 2 1 - - 

 Program 

peningkatan 

pelayanan 

perijinan   

Indeks kepuasan 

masyarakat 
Nilai 93 85,15 - - 
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Program Indikator  Satuan 

Target  Realisasi  Target  Realisasi  

2019 2019 2020 2020 

Program 

ketenagakerjaan 

TPAK % - - 
             

68,00  

            

62,37  

TPAK 

Perempuan 
% - - 40 46,36 

Persentase 

pencari kerja 

yang terdaftar 

yang 

ditempatkan 

% - - 60 153 

Rasio Penduduk 

yang bekerja 
% - - 65 93,06 

Angka sengketa 

pengusaha dan 

pekerja 

kasus - - 55 57 

Upah rata-rata 

per jam pekerja 
ribu - - 17.000 18.352 

Rasio 

kesempatan 

kerja terhadap 

penduduk usia 

15 tahun ke atas 

% - - 73 N/A 

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun              

2019-2020 
 

c. Kinerja Tahun 2021-2022 

Pada Juli 2021 telah ditetapkan Renstra Perubahan 

Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

dan adanya bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, terdapat perubahan 

Indikator Kinerja Utama seperti tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.8 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2022 
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No 

Indikator 

Kinerja 

Sesuai 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target IKK 

Targe

t 

Indik

ator 

Lainn

ya 

Target 

Renstra 

Perangka

t Daerah 

(Tahun) 

Target 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

(Tahun) 

Realisasi 

Renstra 

Perangk

at 

Daerah 

(Tahun) 

Realisasi 

Renstra 

Perangk

at 

Daerah 

(Tahun 

Rasio 

Capaia

n Pada 

Tahun 

Rasio 

Capaia

n Pada 

Tahun 

2021 2022 
2021 2022 2021 2022 

1. 

Besaran 

kasus yang 
diselesaika

n dengan 

Perjanjian 
Bersama 

(PB) 

Persentase 
perselisihan 

hubungan 

industrial yang 
diselesaikan 

melalui 

Perjanjian 
Bersama 

Mediator 

Hubungan 
Industrial 

-  

 

 
94,55% 

 

 

 
67,27% 

 

 
45,45% 

 
 

 

 
 

 

83,01% 

 
 

 

 
 

 

48,06 

 
 

 

 
 

 

123,40 

2. 

Persentase 
perusahaan 

yang telah 

memiliki 
PP/ PKB 

 1.Persentase 

perusahaan 
yang telah 

memiliki 

peraturan 
perusahaan 

(PP); 

2.Persentase 
perusahaan 

yang telah 

memiliki 
Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 

-  
13,03% 

 
16,06% 

 
6,79% 

 

 
 

 

 
 

27,56% 

 

 
 

 

 
 

51,88 

 

 
 

 

 
 

171,61 

3. 

Nilai 

realisasi 
investasi 

PMDN 

Laporan 

realisasi 
penanaman 

modal 

- 
280 

Milyar 
400 Milyar 

438.146.
631.380 

 

 
479.675.

343.959 

 

 
156,48 

 

 
120 

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP&NAKER Tahun 2021-2022 

 

            

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target dari 

indikator pertama dan kedua tidak tercapai. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya beberapa faktor berikut: alokasi anggaran 

yang tidak memadai dan pemberlakuan PPKM di Kota 

Pangkalpinang, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi/monitoring ke perusahaan-perusahaan; Masih terdapat 

perusahaan yang keberatan untuk  membayar pesangon pekerja; 

Masalah ketenagakerjaan sangat dinamis dan antar masalah yang 

terjadi dapat saling berkaitan. 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencapaiam target indikator sasaran ketenagakerjaan di tahun 

2022, yaitu tersedianya mediator yang tersertifikasi yaitu 

sebanyak 4 (empat) orang, bimbingan teknis tata cara pembuatan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta 

bimbingan teknis pengurus unit kerja serikat pekerja yang telah 

dilaksanakan di tahun 2022 terhadap masing-masing 53 

perusahaan di Kota Pangkalpinang. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian target nilai realisasi investasi PMDN adalah adanya 

call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait 

konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/penanaman modal; 

Adanya pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja maupun di perusahaan; Adanya Bimbingan 

Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha 

berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan; Adanya 

pengawasan pelaksanaan penanaman modal 

 

 

 

 

 Tabel 2.9 

Realisasi Program Tahun 2021-2022 
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No. Program Indikator Satuan 
Target Realisasi Target Realisasi 

2021 2021 2022 2022 

1. 
PROGRAM PERENCANAAN 

TENAGA KERJA  

persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana tenaga kerja 
% 0 255,56 80% 85,00 

8.3.1 (a) persentase tenaga kerja formal % 70% 56,79 71% 69,76 

8.5.2* tingkat pengangguran terbuka 

berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 
% 7,22% 6,81 6,26% 5,90 

8.5.2 (a) tingkat setengah pengangguran % 3,98% 34,72 4% 11,00 

2. 

PROGRAM PELATIHAN KERJA 

DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA  

persentase tenaga kerja bersertifikat 

kompetensi 
% 5,93% 6,03 6,23% 7,09 

8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) 

yang sedang tidak sekolah, bekerja atau 

mengikuti pelatihan 

% 0 0 0 - 

3. 
PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA  

persentase tenaga kerja yang ditempatkan 

melalui mekanisme layanan antar kerja dalam 

wilayah kota 

% 50% 11,50 60% 46,49 

4. 
PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL  

persentase perusahaan yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS 

Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan) 

% 100,00 100,00 100,00 6,89 

8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja ribu 18506 20405,525 19.502 20.406 
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1.3.1 (b)                          proporsi peserta 

program jaminan sosial bidang 

ketenagakerjaan 

% 82,50% 126,33 91,25% 82,23 

5. 

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL  

persentase peningkatan jumlah investor % 30% 980,49 40% 65,15 

6. 
PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 
Persentase peningkatan investasi di Kota % 30% 62,29 40% 19,43 

7. 
PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL  
indeks kepuasan masyarakat  IKM 85 86,24 90 90,33 

8. 

PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL  

jumlah kemudahan berusaha yang tersedia di 

Kota 
sistem 1 1 1 1 

9. 

PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

persentase perusahaan yang melaporkan 

LKPM 
% 5,15 30,26 8,09 5,11 

10. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

persentase jenis izin yang diterbitkan secara 

online 
% 76,27 58,73 79,66 91,01 

persentase laporan kinerja dan keuangan yang 

disampaikan tepat waktu 
% 100% 100% 100% 100,00 
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Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun 2021-2022 
 

persentase ASN yang memenuhi standar 

kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya 
% 100% 6,00 100% 69,57 

persentase terpenuhinya kebutuhan 

administrasi perkantoran 
% 100% 83,33 100% 100,00 

Persentase sarana dan prasarana aparatur 

dalam kondisi baik 
% 100% 83,33 100% 100,00 
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d. Rata-rata Pertunbuhan Anggaran 2018-2022 

 

         Tabel 2.10 

     Anggaran dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Tahun 2018-2022 

 

Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 

Rata-Rata Pertumbuhan  

Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Pelayanan 

Administra

si 

Perkantora

n 

          

631.417.

000  

        

742.724.

500  

         

591.298.

694  

 -   -  

        

568.015.

709  

          

666.907.

249  

          

483.149.

882  

 -   -  
      

90  

      

90  

       

82  
 -   -  

       

18  

-       

20  
 -   -   -         17  -    28   -  

Peningkata

n Sarana 

dan 

Prasarana 

Aparatur 

          

113.943.

500  

        

268.591.

500  

         

271.361.

940  

 -   -  

          

90.923.5

12  

          

252.727.

769  

          

239.967.

990  

 -   -  
      

80  

      

94  

       

88  
 -   -  

     

136  

          

1  
 -   -   -       178  -      5   -  

Program 

Peningkata

n Disiplin 

Aparatur 

            

56.000.0

00  

          

68.540.0

00  

 -   -   -  

          

54.800.0

00  

            

68.520.0

00  

 -   -   -  
      

98  

    

100  
 -   -   -  

       

22  
 -   -   -   -         25   -   -  

Program 

peningkata

n kapasitas 

sumber 

daya 

aparatur 

 -  

          

40.000.0

00  

             

3.640.00

0  

 -   -   -  

            

36.418.8

00  

              

3.640.00

0  

 -   -   -  
      

91  

     

100  
 -   -   -  

-       

91  
 -   -   -   -  -    90   -  
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Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 

Rata-Rata Pertumbuhan  

Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Program 

Peningkata

n 

pengemba

ngan 

sistem 

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

            

18.000.0

00  

          

49.700.0

00  

           

13.699.1

94  

 -   -  

          

16.435.0

00  

            

28.847.9

20  

            

13.262.2

00  

 -   -  
      

91  

      

58  

       

97  
 -   -  

     

176  

-       

72  
 -   -   -         76  -    54   -  

Program 

Peningkata

n PAD dan 

Pendapata

n lainnya 

          

416.927.

000  

          

75.000.0

00  

 -   -   -  

        

381.521.

756  

            

74.263.8

37  

 -   -   -  
      

92  

      

99  
 -   -   -  -     82   -   -   -   -  -     81   -   -  

 Program 

penunjang 

urusan 

pemerintah

an daerah 

kabupaten/ 

kota  

 -   -   -  

      

7.841.23

2.500  

      

7.406.64

5.945  

 -   -   -  

     

7.560.99

0.472  

      

6.802.15

9.468  

 -   -   -  
       

96  

        

92  
 -   -   -  

-         

6  
 -   -   -   -  

Program 

peningkata

n 

pelayanan 

perizinan 

 -  

        

607.627.

000  

 -   -   -   -  

          

598.836.

149  

 -   -   -   -  
      

99  

       

61  

       

96  
 -   -  

      

220  
-     76   -   -   -       99  

-     

62  
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Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 

Rata-Rata Pertumbuhan  

Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Program 

peningkata

n 

pelayanan 

perizinan 

dan 

pengawasa

n serta 

penangana

n 

pengaduan 

perizinan 

 -   -  

      

1.942.89

9.382  

 -   -   -   -  

       

1.194.46

5.928  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

pelayanan 

penanama

n modal 

 -   -   -  

         

474.813.

600  

         

407.552.

000  

 -   -   -  

        

454.973.

150  

         

351.150.

000  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 program 

pengendali

an 

pelaksanaa

n 

penanama

n moda 

 -   -   -  

         

326.122.

000  

         

383.914.

000  

 -   -   -  

        

172.728.

800  

         

106.685.

000  

 -   -   -  
       

53  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 

Rata-Rata Pertumbuhan  

Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

 program 

pengelolaa

n data dan 

sistem 

informasi 

penanama

n modal  

 -   -   -   -  

             

5.160.00

0  

 -   -   -   -  

             

3.600.00

0  

 -   -   -   -  
        

70  
 -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

Peningkata

n kualitas 

dan 

produktivit

as tenaga 

kerja 

            

65.000.0

00  

          

73.000.0

00  

 -   -   -  

          

28.804.3

68  

            

72.871.5

00  

 -   -   -  
      

44  

    

100  
 -  

     

100  
 -  

       

12  
 -   -   -   -       153   -   -  

Program 

Pelatihan 

kerja dan 

produktivit

as tenaga 

kerja 

 -   -   -  

         

116.612.

550  

           

85.890.0

00  

 -   -   -  

        

116.250.

050  

           

85.890.0

00  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

Peningkata

n Promosi 

dan 

Kerjasama 

Investasi 

          

135.000.

000  

          

80.000.0

00  

 -   -   -  

        

129.335.

768  

            

76.779.1

80  

 -   -   -  
      

96  

      

96  
 -  

       

94  
 -  -     41   -   -   -   -  -     41   -   -  
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Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Program 

promosi 

penanama

n modal 

 -   -   -  

           

60.145.2

50  

           

69.000.0

00  

 -   -   -  

          

56.293.9

50  

           

68.960.0

00  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

Penyiapan 

Potensi 

Sumber 

Daya, 

Sarana dan 

Prasarana 

Daerah 

 -  

          

70.697.0

00  

 -   -   -   -  

            

69.459.1

00  

 -   -   -   -  
      

98  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

Peningkata

n Iklim 

Investasi 

dan 

Realisasi 

Investasi 

          

100.706.

000  

        

219.166.

000  

         

100.500.

000  

 -   -  

          

99.128.6

00  

          

202.907.

490  

            

97.485.9

00  

 -   -  
      

98  

      

93  

       

97  

       

98  
 -  

     

118  

-       

54  
-     68   -   -       105  -    52  

-     

67  

Program 

pengemba

ngan iklim 

penanama

n modal 

 -   -   -  

           

32.417.0

50  

           

27.896.8

00  

 -   -   -  

          

31.917.7

00  

           

27.100.0

00  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Program 

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 
Persentase Realisasi Anggaran Pada 

Tahun ke 
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 

Anggaran 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Program 

Peningkata

n 

Kesempata

n Kerja 

          

164.230.

000  

        

164.230.

000  

 -   -   -  

          

63.348.1

41  

          

157.542.

730  

 -   -   -  
      

39  

      

96  
 -   -   -           -   -   -   -   -       149   -   -  

Program 

penempata

n tenaga 

kerja 

 -   -   -  

           

78.929.4

00  

         

113.655.

400  

 -   -   -  

          

76.977.2

00  

         

110.242.

000  

 -   -   -  
       

98  

        

97  
 -   -   -  

         

44  
 -   -   -   -  

Program 

Pengemba

ngan 

Hubungan 

Industrial 

dan 

Jaminan 

Sosial 

Tenaga 

Kerja 

          

126.978.

000  

        

168.978.

000  

 -   -   -  

          

72.382.7

68  

          

161.353.

678  

 -   -   -  
      

57  

      

95  
 -  

       

97  
 -  

       

33  
 -   -   -   -       123   -   -  

Program  

Hubungan 

Industrial 

 -   -   -  

           

37.713.6

50  

           

43.796.8

00  

 -   -   -  

          

36.611.0

50  

           

40.720.0

00  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Program 

ketenagake

rjaan 

 -   -  

         

732.392.

295  

 -   -   -   -  

          

680.311.

067  

 -   -   -   -  
       

93  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

   

1.828.20

1.500  

  

2.628.25

4.000  

   

3.655.79

1.505  

   

8.967.98

6.000  

   

8.543.51

0.945  

  

1.504.69

5.622  

    

2.467.43

5.402  

    

2.712.28

2.967  

  

8.506.74

2.372  

  

7.596.50

6.468  
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2.4       Penghargaan yang didapat 

  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang telah mendapatkan penghargaan yaitu sebagai 

berikut: 

                                 Tabel 2.11 

                                 Penghargaan 

 

No. Penghargaan Dari Tahun 

 

1. 

Sebagai Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik Kategori 

Cukup Tahun 2019 

Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

2019 

 

2. 

Atas kerja sama dan 

partisipasi dalam kegiatan 

penyelenggaraaan pelayanan 

publik tanpa mal administrasi 

Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Kep. 

Bangka Belitung 

2019 

3. 
Pendataan Perumahan 

Terpadu 2019 
Kementerian PUPR 2020 

4. Siddhakarya 
Pemerintah Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 
2020 

5. 

Implementasi KSWP di 

tingkat Pemerintah Daerah 

Dari tahun 2017-2020 

Kanwil DJP Sumatera Selatan 

dan Kepulauan Bangka 

Belitung 

2020 

6. ISO VRC International 2020 

7. Produktivitas Tahun 2022 
Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 
2022 

8. 
Predikat Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik Tahun 2022 

Ombudsman Republik 

Indonesia 
2022 
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9. 

(SIGRATASI) Lomba Inovasi 

Pelayanan Publik Terbaik 

Dalam Rangka Penilaian 

Inovasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2022 

Walikota Pangkalpinang 2022 

10. 
IKANMAS Sebagai Inovasi 

yang Sangat Inovatif 
Walikota Pangkalpinang 2022 

     Sumber: Piagam Penghargaan DPMPTSP&NAKER 

 

2.5  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah  

 

2.5.1  Tantangan 

         1.    Meningkatkan kepercayaan kepada para investor untuk 

         menanamkan modalnya di Kota Pangkalpinang; 

          2.    Meningkatkan realisasi investasi; 

          3.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada 

         masyarakat mengenai pelayanan perizinan, non   

         perizinan dan pengaduan; 

  4.    Meningkatkan pelaksanaan diklat bagi pencari kerja;  

  5.    Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan di Kota 

         Pangkalpinang 

 

  2.5.2  Peluang 

       1.    Adanya kebijakan dan dukungan dari Pemerintah Pusat 

         terkait penyelenggaraan Penanaman Modal dan   

         Perizinan serta urusan Ketenagakerjaan; 
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  2.   Komitmen political will untuk meningkatkan kualitas   

        pelayanan perizinan, pertumbuhan investasi dan   

        meningkatkan kesempatan kerja 

             3.   Memiliki potensi wilayah yang dapat di olah guna    

          keperluan investasi dalam industri/pariwisata/jasa       

 

2.6  Motto 

    

 

 

2.7  Inovasi 

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 adalah telah 

ditempatkannya tim teknis yang terdiri dari tim survey lapangan, 

tim advice planning, tim pengesahan site plan, tim IMB, tim IPPT 

dan tim izin lokasi sehingga memangkas standar operasional 

pelayanan dan waktu penyelesaian perizinan yang berhubungan 

dengan izin penataan ruang. 

Sedangkan inovasi yang diselenggarakan sejak Agustus 

2021 adalah: 

a. IKANMAS (Indeks Kepuasan Masyarakat) 
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Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web dan dapat 

diakses secara realtime sehingga masyarakat mendapatkan 

kemudahan akses dan Dinas memiliki efisiensi waktu dalam 

pengolahan hasil Indeks Kepuasan Mayarakat tersebut.        

 

b. SIGRATASI (Sistem Informasi Geografis Potensi 

Investasi) 
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Aplikasi ini menyajikan informasi objek dan lokasi 

investasi yang terdapat di Kota sehingga memberikan kemudahan 

akses bagi masyarakat dalam mencari informasi tersebut.  
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah  

 

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan 

 
MASALAH POKOK  MASALAH  AKAR MASALAH  

 

 

 

Belum optimalnya fungsi 

pelayanan dalam pelayanan 

perizinan dan non perizinan 

 

1. Belum optimalnya penyediaan 

sarpras, pengetahuan SDM, diklat 

teknis terkait pelayanan perizinan 

non perizinan 

1. Keterbatasan kewenangan dinas, 

Perubahan regulasi dan sistem yang 

begitu cepat membutuhkan 

penyesuaian yang cepat, rekomendasi 

hasil evaluasi yang belum optimal 

ditindaklanjuti 

2. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan, non perizinan dan 

pengaduan 

2. Kurangnya sosialisasi mengenai 

pelayanan perizinan, non perizinan dan 

pengaduan 

 

 

 

Belum optimalnya informasi 

tentang potensi dan peluang 

investasi penanaman modal 

 

1. Minimnya penyediaan data potensi 

dan peluang investasi yang siap 

ditawarkan dari stakeholder dan 

OPD terkait 

 

Minimnya data kajian dari stakeholder 

dan OPD terkait 

 

 

2. Menurunnya iklim penanaman 

modal 

 

 

1. Kurangnya stimulus dan insentif bagi 

calon investor, 

2. Kurangnya promosi, 

3. Minimnya aset Pemerintah Kota yang 

bisa ditawarkan kepada calon investor 

 

Tingginya jumlah pencari 

kerja 

 

Rendahnya kompetensi pencari kerja, 

jumlah lowongan kerja terbatas, 

informasi pasar kerja terbatas 

Rendahnya kualifikasi pendidikan dan 

ketrampilan pencaker, terbatasnya 

formasi penempatan tenaga kerja 

Kurang harmonisnya 

hubungan industrial 

Belum optimal penerapan tata kelola 

kerja yang layak pada perusahaan 

Rendahnya pengetahuan perusahaan 

terhadap penerapan peraturan 

ketenagakerjaan 
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3.2  Telaahan Tujuan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-

2026 

 

Menelaah tujuan, sasaran, dan program daerah dan ditujukan 

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran daerah tersebut. 

Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah ini juga akan 

menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat 

daerah.  

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 mendukung 

tujuan RPD: meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan 

publik yang baik menuju tercapainya good governance, mewujudkan 

SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan 

mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur 

melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sedangkan 

sasaran RPD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis 

IT, meningkatnya kualitas kesempatan kerja serta meningkatnya 

pertumbuhan investasi daerah. 

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang dalam pencapaian sasaran daerah tercantum 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

Terhadap RPD Kota Pangkalpinang 

 

No Tujuan dan Sasaran RPD 
Permasalahan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

Tujuan RPD 

 

1. 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan 

dan pelayanan publik yang baik menuju 

tercapainya good governance 

1. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan, non perizinan dan 

pengaduan 

2. Kurangnya kuantitas dan kualitas 

sosialisasi terhadap masyarakat 

mengenai  pelayanan perizinan, 

non perizinan dan pengaduan 

 

Keterbatasan anggaran 

1. Memiliki standar pelayanan dan SOP 

2. Nilai hasil evaluasi kinerja dari Kementerian 

Investasi tahun 2021 sebesar 79 

3. Nilai hasil evaluasi SAKIP  tahun 2021 dan 2022 

dengan predikat BB 

4. Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 dan 

2022 sebesar 86 dan 90,33 

2. Mewujudkan SDM dan kesejahteraan 

masyarakat yang berdaya saing 

 

1. Kurangnya diklat terkait 

peningkatan kompetensi pegawai 

terutama diklat terkait petugas 

pelayanan yaitu TOT OSS, TOT 

SICANTIK dan TOT SIMBG, dll 

2. Belum tersedianya petugas khusus 

terkait layanan 

disabilitas/lansia/ibu 

hamil/menyusui 

 

 

1.Jumlah SDM cukup 

2.Tersedianya anggaran untuk belanja kursus 

singkat/pelatihan 

 

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur melalui 

pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

1. Sarana prasarana belum optimal 

2. Kurangnya stimulus dan insentif 

bagi calon investor 

3. Minimnya kerja sama penanam 

modal dengan unit usaha 

 

1.Tersedianya dokumen RTRW Kota Pangkalpinang 
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Sasaran RPD 

 

2. 

  

1. Meningkatnya kualitas    pelayanan 

publik berbasis IT 

1.Sistem dan jaringan internet 

terkadang mengalami error/down 

 

Keterbatasan anggaran 

1. Implementasi OSS, SICANTIK, SIMBG dalam 

    pelayanan perizinan non perizinan serta SISNAKER 

untuk pelayanan ketenagakerjaan yang terdiri dari 

SIAPKerja.kemenaker.go.id dan WLKP, dll 

2.   Meningkatnya kualitas kesempatan kerja 

1.Kurangnya partisipasi perusahaan 

dalam memberikan informasi 

lowongan kerja secara online dan 

offline 

2.Kurangnya pengelolaan informasi 

pasar kerja 

 

1.Dilaksanakannya bursa kerja di Kota 

    Pangkalpinang 

 

3.  Meningkatnya pertumbuhan investasi 

daerah 

1. Minimnya aset Pemerintah Kota 

yang bisa ditawarkan kepada calon 

investor 

2. Minimnya penyediaan data potensi 

dan peluang investasi yang siap 

ditawarkan dari stakeholder dan OPD 

terkait 

3.Kurangnya promosi penanaman 

modal 

1.Tersedianya Peraturan terkait Pemberian Insentif dan 

atau Kemudahan Penanaman Modal 

2. Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman 

Modal 

3. Tersedianya buku potensi dan peluang investasi Kota 

Pangkalpinang tahun 2022 
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia 

   

Renstra Kemenaker Renstra DPMPTSP&NAKER 

Misi 

1.memberikan dukungan teknis dan administrasi serta 

analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada 

Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; 

2.menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien 

di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, 

dan hubungan kelembagaan; dan 

3.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

prasarana Kementerian Ketenagakerjaan. 

Tujuan RPD: 

mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat 

yang berdaya saing 

 

Sasaran RPD: 

Meningkatnya kualitas kesempatan kerja 

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis 

1.mewujudkan tenaga kerja 

yang kompeten, tangguh, 

lincah dan berdaya saing 

dalam hubungan industrial 

yang kondusif untuk 

mendukung Indonesia yang 

maju, berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan 

gotong royong; 

1.Terwujudnya tenaga kerja 

yang kompeten, tangguh, 

lincah, produktif, dan berdaya 

saing dalam hubungan 

industrial yang kondusif 

untuk mendukung Indonesia 

yang maju, berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian; 

berlandaskan gotong royong 

2.Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Meningkatkan 

persentase tenaga kerja 

yang ditempatkan 

Terciptanya 

hubungan industrial 

yang harmonis 

2.meningkatkan perluasan 

penempatan tenaga kerja baik 

dalam dan luar negeri dalam 

rangka penciptaan lapangan 

kerja; 

3.meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja Indonesia yang 

sesuai kebutuhan dunia usaha 

dan dunia industri di masa 

yang akan datang; 

4.mewujudkan visi baru 

hubungan industrial dan 

dialog sosial ketenagakerjaan 

yang mendorong tumbuhnya 

suasana kerja yang kondusif; 

5.perluasan dan kualitas 

perlindungan tenaga kerja 

yang mendorong 

produktivitas tenaga kerja 

berkelanjutan; 

6. mewujudkan reformasi 

birokrasi yang mendorong 

percepatan investasi dan 

penciptaan lapangan kerja; 

7. mewujudkan tata kelola 

ketenagakerjaan yang efisien 

dan efektif dalam 

menghadapi perubahan dunia 

yang dinamis 

       Sumber: RENSTRA Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2020-2024 dan  

           RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 
 

3.4  Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah 

lembaga negara yang merupakan lembaga induk bagi Organisasi 
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Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penanaman modal dan 

perizinan terpadu satu pintu. Oleh karenanya perlu harmonisasi antara 

renstra BKPM dengan renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Melalui 

telaahan renstra BKPM maka akan dapat tergambar hubungan atau 

keterkaitannya. Rumusan renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang merupakan 

bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi BKPM periode 

2020-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

KerjaKota Pangkalpinang. 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengampu misi seperti yang 

tercantum dalam tabel berikut ini: 

 

Renstra BKPM Renstra DPMPTSP&NAKER 

Misi 2:  

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan 

Berdaya Saing 

 

Misi 8: 

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, 

dan Terpercaya 

Tujuan RPD: 

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan 

dan pelayanan publik yang baik menuju 

tercapainya good governance  

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur melalui 

pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

 

Sasaran RPD: 

1. meningkatnya kualitas pelayanan 

publik berbasis IT 

2. meningkatnya pertumbuhan investasi 

daerah 

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis 

Terwujudnya 

peningkatan daya 

saing penanaman 

modal untuk 

menjadikan Indonesia 

sebagai  

negara tujuan 

penanaman modal; 

serta  

Meningkatnya 

realisasi penanaman 

modal;  

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan  

publik 

 

 

 

Meningkatnya nilai 

investasi 

 Meningkatnya 

kepercayaan pelaku 

usaha/penanam 

modal; dan 
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Terwujudnya tata 

kelola dan penguatan 

kelembagaan untuk 

mendukung pelayanan 

publik yang prima 

Terwujudnya 

birokrasi yang bersih, 

efektif, dan melayani 

meningkatnya hasil 

evaluasi kinerja 

layanan penanaman 

modal 

      Sumber: RENSTRA Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tahun 2020-2024 dan 

           RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 

 

3.5  Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

 

Renstra DISNAKER Propinsi Renstra DPMPTSP&NAKER 

Misi I: 

Meningkatkan pembangunan ekonomi 

berbasis potensi daerah 

Tujuan RPD: 

mewujudkan SDM dan kesejahteraan 

masyarakat yang berdaya saing 

 

Sasaran RPD: 

Meningkatnya kualitas kesempatan 

kerja 

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

ekonomi 

1.Meningkatnya 

produksi sub sektor 

pertanian, peternakan, 

danpekerbunaan 

2.Meningkatnya 

produksi Sub Sektor 

perikanan 

3.Meningkatnya 

pengembangan 

Pembangunan pariwisata 

4.Meningkatnya 

Produksi sektor 

pertambanga 

- - 

Meningkatnya 

pendapatan 

Pemerintah dan 

masyarakat 

1.Meningkatnya belanja 

pemerintah daerah 

2.Menurunnya angka 

Pengangguran 

Meningkatkan 

persentase tenaga 

kerja yang 

ditempatkan 

Terciptanya 

hubungan 

industrial yang 

harmonis 

     Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

          2023-2026 dan RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 

         2024-2026 
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3.6 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

 

Renstra DPMPTSP Propinsi Renstra DPMPTSP&NAKER 

Misi I: 

Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal 

Berbasis Agri-Bahar  

Misi III: 

Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang 

bersih (clean governance)  

Tujuan RPD: 

1. meningkatkan tata kelola 

pemerintahan dan pelayanan 

publik yang baik menuju 

tercapainya good governance  

2. Mewujudkan kemandirian 

ekonomi dan pembangunan 

infrastruktur melalui pengelolaan 

lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

 

Sasaran RPD: 

1. meningkatnya kualita pelayanan 

publik berbasis IT 

2. meningkatnya pertumbuhan 

investasi daerah 

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis 

Meningkatnya 

investasi 

Meningkatnya 

realisasi investasi 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan  

publik 

Meningkatnya nilai 

investasi 

Meningkatnya 

Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah 

Meningkatkan tata 

kelola internal 

Perangkat Daerah 

meningkatnya hasil 

evaluasi kinerja 

layanan penanaman 

modal 

      Sumber: RENSTRA Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

           2023-2026 dan RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 

           2024-2026 

 

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana tata ruang wilayah memuat kawasan strategis kota 

yang merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Dengan 

diketahuinya lokasi kawasan strategis tersebut, dapat direncanakan juga 

gambaran investasi dan bagaimana ketentuan perizinannya. 

Penataan ruang dapat menarik investasi karena dengan penataan 

ruang wilayah yang baik dapat memberikan tingkat kepercayaan dan 

stabilitas yang baik bagi para investor. 

Contohnya kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business 

District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan), meliputi 
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areal seluas ± 32 ha yang dibatasi oleh Sungai Rangkui dan Kolong 

Teluk Bayur, yang merupakan pengembangan kawasan baru khusus 

untuk pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa. Terletak di tengah-

tengah Kota Pangkalpinang, di antara wilayah timur dan barat Kota 

Pangkalpinang, sehingga mudah diakses dari berbagai wilayah. 

 Dengan adanya pembangunan di sektor perdagangan dan jasa, 

pariwisata, dll maka akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan dan menurunkan pengangguran. 

Berikut ini adalah peta rencana pola ruang Kota Pangkalpinang 

dengan tanda kawasan yang berwarna merah adalah kawasan 

perdagangan dan jasa 

 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2022-

2041 

 

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis  

 

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh 

terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
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Pangkalpinang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan 

peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. 

1. Kurangnya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman 

modal daerah; 

2. Kurangnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan 

kegiatan penanaman modalnya; 

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan, non perizinan dan pengaduan 

4. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk 

memasuki pasar kerja; 

5. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada 

perusahaan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan 

sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi 

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2. Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan; 

3. Meningkatkan nilai investasi PMDN; 

 

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut 

ini:
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Kondisi Kinerja Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja 

pada 

Akhir 

Periode 

RPD 

2021 2022 2024 2025 2026 

1. 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

  

indeks kepuasan 

masyarakat layanan 

perizinan 

Nilai 86,24                      90,33           85           87           90  
               

90  

 
  

meningkatnya 

hasil evaluasi 

kinerja layanan 

penanaman 

modal 

nilai hasil evaluasi 

kinerja 
Nilai 79            75           77           79  

               

79  

2. 

meningkatkan 

persentase 

tenaga kerja 

yang 

ditempatkan 

  TPAK % 65,16                      65,78  60 61 62 62 
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No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Kondisi Kinerja Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja 

pada 

Akhir 

Periode 

RPD 
2021 2022 2024 2025 2026 

 
  

Terciptanya 

hubungan 

industrial yang 

harmonis 

persentase 

perusahaan yang 

menerapkan tata 

kelola kerja yang 

layak (PP/ PKB, 

LKS Bipartit, 

struktur skala upah 

dan terdaftar 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

%                    100,00                         6,89  90,00 90,00 90,00 90,00 

 
  

persentase tenaga 

kerja yang 

bersertifikat 

kompetensi 

% 6,03                       7,09         6,40         6,90         7,10  
            

7,10  

3. 

meningkatkan 

nilai investasi 

PMDN 

  

persentase capaian 

nilai investasi 

PMDN 

%             602.359,00                     659,45  3 5 7 7 
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No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Kondisi Kinerja Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja 

pada 

Akhir 

Periode 

RPD 

2021 2022 2024 2025 2026 

 
  

Meningkatnya 

nilai investasi 

nilai investasi 

PMDN 
Rp 3.312.974.474.099 3.956.674.829.280 500 M 600 M 700 M 700 M 
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BAB V 

STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 

 

 

5.1  Strategi  

 

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.  

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal; 

2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 

3. Meningkatkan nilai investasi 

 

5.2  Arah Kebijakan 

 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar 

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang 

diambil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi 

adalah sebagai berikut : 

1.   Melaksanakan pelayanan penanaman modal 
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2.   Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman   

modal 

3.   Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal  

perangkat daerah 

4.   Meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD 

5.   Meningkatkan pemahaman aturan ketenagakerjaan di perusahaan 

6.   Meningkatkan profesionalisme perusahaan 

7.   Meningkatkan daya saing tenaga kerja 

8.   Meningkatkan penempatan tenaga kerja 

9.   Mengembangkan iklim penanaman modal 

10. Meningkatkan investasi di kota 

11. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

 

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang tercantum pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan 

 
 

Tujuan RPD: 

 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik 

menuju tercapainya good governance 

2. Mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing 

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur 

melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 
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Sasaran RPD: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT 

2. meningkatnya kualitas kesempatan kerja 

3. meningkatnya pertumbuhan investasi daerah 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

Meningkatnya 

hasil evaluasi 

kinerja layanan 

penanaman 

modal 

Meningkatkan hasil 

evaluasi kinerja 

layanan penanaman 

modal 

1. Melaksanakan pelayanan 

penanaman modal 

2. Melaksanakan pengelolaan data 

dan sistem informasi penanaman 

modal 

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja 

dan pelayanan prima internal 

perangkat daerah 

4. Meningkatkan penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap PAD 

Meningkatkan 

persentase 

tenaga kerja 

yang 

ditempatkan 

Terciptanya 

hubungan 

industrial yang 

harmonis 

Menciptakan 

hubungan industrial 

yang harmonis 

1. Meningkatkan pemahaman aturan 

ketenagakerjaan di perusahaan 

2. Meningkatkan profesionalisme 

perusahaan 

3. Meningkatkan daya saing tenaga 

kerja 

4. Meningkatkan penempatan tenaga 

kerja 

Meningkatkan 

nilai investasi 

PMDN 

 

Meningkatnya 

nilai investasi 

 

 

Meningkatkan nilai 

investasi 

 

1. Mengembangkan iklim penanaman 

modal 

2. Meningkatkan investasi di kota 

3. Melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, 

SUB KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

 

 

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

2024-2026 adalah sebagai berikut : 

 1     
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

   1   
KEGIATAN 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

     1 
SUB KEGIATAN 

penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

     2 
SUB KEGIATAN 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

     3 
SUB KEGIATAN 

Koordinasi   dan  Penyusunan   Perubahan  DPA- SKPD 

     4 

SUB KEGIATAN  

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

   2   
KEGIATAN               

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

     1 
SUB KEGIATAN  

penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

     2 

SUB KEGIATAN  

Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

     3 

SUB KEGIATAN  

Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD 

   3   
KEGIATAN  

Administrasi   Pendapatan   Daerah   Kewenangan Perangkat 

Daerah 

     1 
SUB KEGIATAN  

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 
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   4   
KEGIATAN  

administrasi kepegawaian perangkat daerah 

     1 
SUB KEGIATAN  

pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelangkapannya 

     2 
SUB KEGIATAN  

pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 

   5   
KEGIATAN  

Administrasi Umum perangkat daerah 

    1  
SUB KEGIATAN  

penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 

     2 
SUB KEGIATAN  

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

     3 
SUB KEGIATAN 

 penyediaan bahan logistik kantor 

     4 
SUB KEGIATAN 

 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

     5 
SUB KEGIATAN  

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

    6  
SUB KEGIATAN  

penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 

   6   
KEGIATAN  

pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah 

     1 
SUB KEGIATAN 

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya 

   7   
KEGIATAN     

  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

     1 
SUB KEGIATAN  

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

    2  
SUB KEGIATAN  

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

     3 
SUB KEGIATAN  

penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

  8    
KEGIATAN  

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

     1 

SUB KEGIATAN 

 penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 
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     2 

SUB KEGIATAN 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

     3 
SUB KEGIATAN 

 pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 

 2     PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

   1   

KEGIATAN  

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

    1  

SUB KEGIATAN 

 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 

berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 

     2 

SUB KEGIATAN 

Pemantauan   Pemenuhan   Komitmen   Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal 

     3 

SUB KEGIATAN 

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Nonperizinan 

 3     
 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN MODAL 

   1   
KEGIATAN  

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan 

yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

     1 

SUB KEGIATAN 

 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

 4     PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 

   1   
KEGIATAN  

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 

     1 
SUB KEGIATAN   

 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 
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5      
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

  1    
KEGIATAN  

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 

     1 

SUB KEGIATAN            

  Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 

Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 

     2 

SUB KEGIATAN 

Pengadaan         Sarana         Pelatihan         Kerja 

Kabupaten/Kota 

   2   
KEGIATAN  

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

     1 
SUB KEGIATAN  

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

 6     PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 

   1   
KEGIATAN  

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 

     1 
SUB KEGIATAN  

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 

   2   
KEGIATAN  

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 

     1 
SUB KEGIATAN  

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 

     2 
SUB KEGIATAN      

     Job Fair/Bursa Kerja 

 7     PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 

   1   

KEGIATAN  

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

     1 
SUB KEGIATAN  

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 

     2 

SUB KEGIATAN  

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan 
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   2   

KEGIATAN  

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/ Kota 

     1 

SUB KEGIATAN 

 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

     2 

SUB KEGIATAN  

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

     3 

SUB KEGIATAN 

 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi 

    4  

SUB KEGIATAN  

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 

Kabupaten/Kota 

 8     
 

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

   1   
KEGIATAN  

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

     1 

SUB KEGIATAN 

 penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

     2 
SUB KEGIATAN  

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 

   2   

KEGIATAN           

                  Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

     1 

SUB KEGIATAN             

      Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal 

 9     PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 
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   1   
KEGIATAN  

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

     1 

SUB KEGIATAN 

 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

 10     
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

   1   
KEGIATAN 

 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

     1 

SUB KEGIATAN  

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

     2 

SUB KEGIATAN  

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

 

 

Lebih rinci mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan  

serta indikator dan pendanaan selama tahun 2024-2026 seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 6 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

 
Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal 

  

 
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEM ER INTAH AN DAERAH  

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan 

Satuan:Nilai) 

0 76,90 6.154.731.867 77 6.655.210.834 77,10 6.658.689.802 77,10 19.468.632.503 SEKRETARIS 
 

   
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal 

Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai) 

- 85 
 

87 
 

90 
 

90 
 

SEKRETARIS 
 

   
Persentase kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD (Dengan Satuan:%) 

0,66 5,25 
 

4,64 
 

4,10 
 

4,10 
 

SEKRETARIS 
 

 
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase penyampaian dokumen 

perencanaan, penganggaran dan kinerja 

perangkat daerah tepat waktu (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 11.000.000 100 24.000.000 100 24.000.000 100 59.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 

 
2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

3 2 2.500.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 14.500.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 

 
2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.01.05 Koordinas i    dan    Penyusunan 

Perubahan DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) 

1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan 

Satuan:Laporan) 

3 3 2.500.000 3 6.000.000 3 6.000.000 3 14.500.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.02 Admini s tra s i  Keuangan  

Perangkat Daerah 

Persentase tersusunnya laporan keuangan 

perangkat daerah sesuai SAP (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 5.454.226.846 100 5.649.542.020 100 5.787.575.660 100 16.891.344.526 SU B  K O O R D I N A T O R  

KEUANGAN  
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 

ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan) 

73 46 5.448.726.846 46 5.637.542.020 46 5.775.575.660 46 16.861.844.526 SUB KOORDINATOR KEUANGAN K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 SUB KOORDINATOR KEUANGAN K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 

P e n y u s u n a n  L a p o r a n  K e u a n g a n  

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 2.500.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 14.500.000 SUB KOORDINATOR KEUANGAN K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah 

jumlah laporan administrasi pendapatan 

daerah kewenangan perangkat daerah 

(Dengan Satuan:Laporan) 

0 0 0 1 500.000 1 500.000 1 1.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

KEUANGAN  

 

 
2.18.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

0 0 0 1 500.000 1 500.000 1 1.000.000 SUB KOORDINATOR KEUANGAN K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase penurunan tingkat pelanggaran 

disiplin ASN (Dengan Satuan:%) 

0 0 121.850.000 -33 100.000.000 -50 110.000.000 -50 331.850.000 SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 
2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket) 

0 1 69.350.000 0 0 0 0 1 69.350.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan 

Satuan:Orang) 

31 5 52.500.000 10 100.000.000 10 110.000.000 10 262.500.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase pelaksanaan administrasi umum 

perangkat daerah (Dengan Satuan:%) 

100 100 214.011.629 100 435.125.422 100 290.000.000 100 939.137.051 SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jum lah  Paket  Komponen  I n s t a l a s i  

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 

(Dengan Satuan:Paket) 

8 1 9.000.000 1 16.000.000 1 18.000.000 1 43.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

 

 
2.18.01.2.06.02 Penyed iaan     Pe ra l a tan     dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) 

4 3 62.849.000 3 140.000.000 0 0 3 202.849.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan (Dengan Satuan:Paket) 

2 2 25.000.000 2 40.000.000 2 42.000.000 2 107.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) 

5 2 15.000.000 2 28.000.000 2 30.000.000 2 73.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan 

Satuan:Laporan) 

12 1 102.162.629 1 200.125.422 1 200.000.000 1 502.288.051 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) 

0 0 0 2000 11.000.000 0 0 2000 11.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Persentase pengadaan barang milik 

perangkat daerah (Dengan Satuan:%) 

0 100 100.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 100.100.000 SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 
2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Unit) 

0 1 100.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 100.100.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase terlaksananya Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 208.000.000 100 249.000.000 100 249.570.750 100 706.570.750 SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

(Dengan Satuan:Laporan) 

1 1 70.000.000 1 71.000.000 1 71.000.000 1 212.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 45.000.000 1 84.000.000 1 84.570.750 1 213.570.750 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

 

 
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 93.000.000 1 94.000.000 1 94.000.000 1 281.000.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

 

 
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase barang milik perangkat daerah 

dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) 

100 100 145.543.392 100 147.043.392 100 147.043.392 100 439.630.176 SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit) 

1 1 49.500.000 1 51.000.000 1 51.000.000 1 151.500.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

 

 
2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit) 

10 9 53.500.000 9 53.500.000 9 53.500.000 9 160.500.000 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan  Bangunan  Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi  (Dengan Satuan:Unit) 

2 1 42.543.392 1 42.543.392 1 42.543.392 1 127.630.176 S U B B A G I A N    UMUM   DAN  

KE PE G AW A I A N   

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.18.04 P R O G R A M  P E L A Y A N A N  

PENANAMAN MODAL  

Persentase perizinan dan non perizinan 

penanaman modal yang terlayani (Dengan 

Satuan:%) 

100 85 509.000.000 87 538.000.000 90 898.000.000 90 1.945.000.000 BIDANG PENYELENGGARAN 

PELAYANAN PERIZINAN 

 

   
persentase penanganan pengaduan dan 

atau konsultasi  masyakarat yang 

diselesaikan (Dengan Satuan:%) 

100 85 
 

87 
 

90 
 

90 
 

BIDANG PENYELENGGARAN 

PELAYANAN PERIZINAN 

 

 
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

jumlah Pelayanan yang dilaksanakan 

(Dengan Satuan:Pelayanan) 

3 3 509.000.000 3 538.000.000 3 898.000.000 3 1.945.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

P E R I Z I N A N  DAN NON 

PERIZ INAN II I   

 

 
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan 

Satuan:Pelaku Usaha) 

12271 4000 439.000.000 5000 460.000.000 6000 825.000.000 6000 1.724.000.000 SUB KOORDINATOR PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN III 

 

 
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non Perizinan 

Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen 

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 

Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan 

Usaha) 

0 100 70.000.000 200 75.000.000 300 70.000.000 300 215.000.000 SUB KOORDINATOR PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN III 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan 

Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan 

Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan (Dengan 

Satuan:Orang) 

2284 0 0 10 3.000.000 15 3.000.000 15 6.000.000 SUB KOORDINATOR INFORMASI, 

PENGADUAN DAN PENINGKATAN 

LAYANAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

  

 
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM INFORMASI  

PENANAMAN MODAL 

persentase izin yang diterbitkan secara 

online (Dengan Satuan:%) 

100 100 55.000.000 100 3.500.000 100 3.500.000 100 62.000.000 BIDANG PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 

 

 
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi  pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

laporan Pengelolaan Data dan Informasi 

Periz inan dan Nonper izinan yang 

Terintergrasi  Pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan) 

1 1 55.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 62.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

P E N G O L A H A N  D AT A,  

PELAPORAN DAN SISTEM 

INFORMASI 

 

 
2.18.06.2.01.01 Pengolahan,  Penyaj ian  dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang 

Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan 

Satuan:Dokumen) 

1 1 55.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 62.000.000 SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN 

DATA, PELAPORAN DAN SISTEM 

INFORMASI 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 

Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan 

 
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN 

TENAGA KERJA 

Jumlah Keb i jaka n  Pemba nguna n  

Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan 

(Dengan Satuan:Kebijakan) 

0 0 0 1 1.000.000 0 0 1 1.000.000 BIDANG KETENAGAKERJAAN 
 

 
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 

(RTK) 

jumlah laporan Penyusunan Rencana T e n a g a  

K e r j a  ( R T K )  ( D e n g a n  

S a t u a n : L a p o r a n )   

0 0 0 1 1.000.000 0 0 1 1.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERLUASAN,    PENEMPATAN, P 

E L A T I H A N D A N 

PRODUKTIV ITAS   

 

 
2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 

Mikro 

Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro 

(Dengan Satuan:Perusahaan) 

0 0 0 15 1.000.000 0 0 15 1.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

  

 
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 

pelatihan (Dengan Satuan:%) 

73,77 77 100.000.000 79 221.000.000 80 120.000.000 80 441.000.000 BIDANG KETENAGAKERJAAN 
 

 
2.07.03.2.01 P e l a k s a n a a n  Pe l a t i ha n  

berdasarkan Unit Kompetensi 

jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan 

berdasarkan Unit Kompetensi (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 100.000.000 1 220.000.000 1 120.000.000 1 440.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERLUASAN,    PENEMPATAN, P 

E L A T I H A N D A N 

PRODUKTIV ITAS   

 

 
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 

Kerja  be rda sa r kan K laster  

Kompetensi 

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 

Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Dengan 

Satuan:Orang) 

45 45 100.000.000 50 120.000.000 55 120.000.000 55 340.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

 

 
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 

Pelatihan Kerja (Dengan Satuan:Unit) 

0 0 0 2 100.000.000 0 0 0 100.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

 

 
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta 

jumlah laporan Pembinaan Lembaga 

Pela t ihan Kerja Swasta  (Dengan  

Satuan:Laporan) 

0 0 0 1 1.000.000 0 0 1 1.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERLUASAN,    PENEMPATAN, P 

E L A T I H A N D A N 

PRODUKTIV ITAS   

 

 
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta 

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang 

Dibina (Dengan Satuan:Lembaga) 

0 0 0 11 1.000.000 0 0 11 1.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

 

  

 
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 

KERJA 

persentase pencari kerja yang ditempatkan 

(Dengan Satuan:%) 

46,49 40 240.000.000 45 251.000.000 50 250.000.000 50 741.000.000 BIDANG KETENAGAKERJAAN 
 

 
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase  Pencar i  Kerja  yang 

Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan 

Jabatan (Dengan Satuan:%) 

0 0 0 45 1.000.000 0 0 45 1.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERLUASAN,    PENEMPATAN, P 

E L A T I H A N D A N 

PRODUKTIV ITAS   

 

 
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 

bagi Pencari Kerja 

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Dengan 

Satuan:Orang) 

0 0 0 250 1.000.000 0 0 250 1.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi  Pasar Kerja jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar 

Kerja (Dengan Satuan:Laporan) 

1 1 240.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 740.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERLUASAN,    PENEMPATAN, P 

E L A T I H A N D A N 

PRODUKTIV ITAS   

 

 
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi 

Pasar Kerja Online 

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar 

dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir 

Hub) (Dengan Satuan:Orang) 

783 100 140.000.000 120 145.000.000 140 145.000.000 140 430.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.07.04.2.03.03 Job Fair /Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang  Mendapatkan Pekerjaan 

Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Dengan Satuan:Orang) 

1 50 100.000.000 60 105.000.000 70 105.000.000 70 310.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, 

PENEMPATAN, PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

  

 
2.07.05 P R O G R A M  H U B U N G A N  

INDUSTR IAL   

Persentase kasus perselisihan hubungan 

industrial yang diselesaikan dengan 

perjanjian bersama (PB) (Dengan Satuan:%) 

83,02 40 78.500.000 45 92.000.000 50 86.000.000 50 256.500.000 BIDANG KETENAGAKERJAAN 
 

 
2.07.05.2.01 P e n g e s a h a n  P e r a t u r a n  

Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Perusa ha a n  yang Hanya  

Beroperasi dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

persentase perusahaan yang telah memiliki 

PP/ PKB (Dengan Satuan:Perusahaan) 

27,56 7,58 43.500.000 8,48 46.000.000 9,09 46.000.000 9,09 135.500.000 SUB KOORDINATOR SYARAT 

KERJA DAN JAMINAN SOSIAL 

TENAGA KERJA 

 

 
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan 

bagi Perusahaan 

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 

Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait 

dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP 

Online (Dengan Satuan:Perusahaan) 

86 22 40.000.000 27 42.000.000 30 42.000.000 30 124.000.000 SUB KOORDINATOR SYARAT 

KERJA DAN JAMINAN SOSIAL 

TENAGA KERJA 

 

 
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan 

Informasi Sarana Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta 

Pengupahan 

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, 

Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan 

Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta 

Jamsostek serta Pengupahan (Dengan 

Satuan:Laporan) 

53 50 3.500.000 55 4.000.000 60 4.000.000 60 11.500.000 SUB KOORDINATOR SYARAT 

KERJA DAN JAMINAN SOSIAL 

TENAGA KERJA 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian 

Pe r s e l i s i ha n  Hub unga n  

Industrial, Mogok Kerja dan 

Penutupan Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/Kota 

jumlah  laporan Pencega ha n  dan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota 

(Dengan Satuan:Laporan) 

0 1 35.000.000 1 46.000.000 1 40.000.000 1 121.000.000 S U B  K O O R D I N A T O R  

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

KETENAGAKERJAAN 

 

 
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan 

Industrial,  Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang 

Be rak ibat/Berdampak  pada 

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Dengan 

Satuan:Perkara) 

0 0 0 4 500.000 0 0 0 500.000 SUB KOORDINATOR HUBUNGAN 

INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN 

 

 
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial,  Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang 

Be rak ibat/Berdampak  pada 

Kepentingan di 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 

(Dengan Satuan:Perkara) 

53 40 35.000.000 45 40.000.000 50 40.000.000 50 115.000.000 SUB KOORDINATOR HUBUNGAN 

INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal Perenca- 

naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung- 

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

 
2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan 

Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi dan 

Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh serta Non Afiliasi 

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja 

yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Asosiasi dan 

Serikat Pekerja) 

53 0 0 1 dan 

55 

2.000.000 0 0 1 dan 

55 

2.000.000 SUB KOORDINATOR HUBUNGAN 

INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga 

Kerja Sama Tripart it  Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Dengan 

Satuan:Lembaga) 

0 0 0 1 3.500.000 0 0 1 3.500.000 SUB KOORDINATOR HUBUNGAN 

INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 

Meningkatkan nilai investasi PMDN 

 
Meningkatnya nilai investasi 

  

 
2.18.02 PROGRAM    PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL 

Jumlah investasi PMDN (Dengan Satuan:Rp) 3.956674829180 500 83.500.000 600 78.500.000 700 43.500.000 700 205.500.000 BIDANG PENANAMAN MODAL 
 

 
2.18.02.2.01 P e n e t a p a n  P e m b e r i a n  

Fasilitas/Insentif  Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi 

K e w e n a n g a n  D a e r a h  

Ka b upa t e n /Ko ta   

jumlah laporan Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan) 

0 1 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 10.500.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PERENCENAAN DEREGULASI 

PENANAMAN MODAL 

 

 
2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di 

Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha) 

0 1 3.500.000 2 3.500.000 3 3.500.000 3 10.500.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PERENCENAAN DEREGULASI 

PENANAMAN MODAL 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

 
2.18.02.2.02 Pembuatan    Peta   Potensi  

Investasi Kabupaten/Kota 

jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 80.000.000 1 75.000.000 1 40.000.000 1 195.000.000 SU B  K O O R D I N A T O R  

PEMBERDAYAAN USAHA DAN 

PENGEMBANGAN POTENSI 

DAERAH 

 

 
2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman  Moda l  Daerah  

Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

0 0 0 1 35.000.000 0 0 1 35.000.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PEMBERDAYAAN USAHA DAN 

PENGEMBANGAN POTENSI  

DAERAH 

 

 
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 

Usaha Kabupaten/Kota 

Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) 

1 1 80.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 160.000.000 S U B K O O R D I N A T O R 

PEMBERDAYAAN USAHA DAN 

PENGEMBANGAN POTENSI  

DAERAH 

K o t a 

P a n g k a l  

P inang   

  

 
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 

MODAL 

jumlah investor PMDN (Dengan Satuan:NIB) 12.271 500 240.000.000 550 200.000.000 600 180.000.000 600 620.000.000 BIDANG PENANAMAN MODAL 
 

 
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang Menjadi 

K e w e n a n g a n  D a e r a h  

Kabupaten/Kota   

jumlah event yang diikuti (Dengan 

Satuan:Event) 

1 2 240.000.000 2 200.000.000 2 180.000.000 2 620.000.000 SUB KOORDINATOR PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 
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BAB VII 

KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

 

 

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Transisi lingkup 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna 

untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator 

kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam 

evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja 

menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu 

sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program 

dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.  

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan 

diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator 
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yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh 

aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam 

Tabel 7.1 sebagai berikut: 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu 

pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 
 

No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD  Target Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 

 2021 2022 2024 2025 2026 

RPD KOTA PANGKALPINANG 

 ► 

 

 

meningkatkan tata 

kelola pemerintahan 

dan pelayanan 

publik yang baik 

menuju tercapainya 

good governance 

 

 

 
  

Indeks  reformasi 

birokrasi 

 

Nilai  62,78  63,13   67,71   69,36  
         

71  
               71  

 ► 
 

 

 

 

meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

berbasis IT 

 

 

  
Indeks kepuasan 

masyarakat 
Nilai 

N/A 

N/A  
         

84  

         

85  

         

86  
               86  
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD  Target 
Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 

 2021 2022 2024 2025 2026 

RENSTRA DPMPTSP&NAKER 

 ► 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

publik 
 

  

indeks kepuasan 

masyarakat layanan 

perizinan 

Nilai                       86,24                  90,33  
         

85  

         

87  

         

90  
               90  

 ► 
 

meningkatnya 

hasil evaluasi 

kinerja layanan 

penanaman modal 

 

nilai hasil evaluasi 

kinerja 
Nilai                       79    

         

75  

         

77  

         

79  
               79  

1. 

  

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN 

MODAL 

Persentase perizinan 

dan non perizinan 

penanaman modal 

yang terlayani 

% 100,00 100,00 85 87 90 90 

  

persentase 

penanganan 

pengaduan dan atau 

konsultasi 

masyakarat yang 

diselesaikan 

 

 

%                100,80                      100  85 87 90 90 
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 
2021 2022 2024 2025 2026 

2. 
  

 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN 

MODAL 

 

persentase izin yang 

diterbitkan secara 

online 

%                100,00  100 100 100 100 100 

3. 

  

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

 

Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 

 

 

Nilai                 76,80                   75,20  
    

76,90  

    

77,00  

    

77,10  
          77,10  

  

Indeks Kepuasan 

Pelayanan Internal 

Perangkat Daerah 

 

Nilai  N/A N/A  85 87 90 90 

  

 

Persentase 

kontribusi retribusi 

daerah terhadap 

PAD 

 

 

% 0,88                    0,66  5,25 4,64 4,10 4,10 
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 
2021 2022 2024 2025 2026 

RPD KOTA PANGKALPINANG 

► 

 

 

mewujudkan SDM 

dan kesejahteraan 

masyarakat yang 

berdaya saing 

 

 
  Tingkat Kemiskinan % 4,76 4,55 4,5 4,45 4,4 4,4 

► 

  

meningkatnya 

kualitas 

kesempatan kerja 

  

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

% 6,81 5,9 5,72 5,36 5 5 

RENSTRA DPMPTSP&NAKER 

► 

 

meningkatkan 

persentase tenaga 

kerja yang 

ditempatkan 

 
  TPAK %                 65,16                   65,78  60 61 62 62 
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 

2021 2022 2024 2025 2026 

► 

 

 

Terciptanya 

hubungan 

industrial yang 

harmonis 

  

 

 

persentase 

perusahaan yang 

menerapkan tata 

kelola kerja yang 

layak (PP/ PKB, 

LKS Bipartit, 

struktur skala upah 

dan terdaftar peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan) 

 

 

 

%                100,00                    6,89  90,00 90,00 90,00 90,00 

  

 

 

 

 

persentase tenaga 

kerja yang 

bersertifikat 

kompetensi 

 

 

 

 

 

% 6,03                    7,09  
       

6,40  

       

6,90  

       

7,10  

  

 

 

 

 

 

7,10 
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target 

Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 

2021 2022 2024 2025 2026 

1.   

PROGRAM 

PERENCANAAN 

TENAGA KERJA  

 

 

 

Jumlah Kebijakan 

Pembangunan 

Ketenagakerjaan 

Daerah  yang 

ditetapkan 

 

 

 

 

Kebijaka

n 
0 0 0 1 0 0 

2. 
  

PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL  

  

 

 

 

Persentase kasus 

perselisihan 

hubungan industrial 

yang diselesaikan 

dengan perjanjian 

bersama (PB) 

 

 

 
 

 

 

% 45,45 83,02 40,00 45 50 50 
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No. 

 
Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 2021 2022 2024 2025 2026 

3. 
  

PROGRAM 

PELATIHAN KERJA 

DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA  

Besaran tenaga kerja  

yang mendapatkan  

pelatihan 

%                 75,00                   73,77  77 79 80 80 

4. 
  

PROGRAM 

PENEMPATAN 

TENAGA KERJA  

persentase pencari 

kerja yang 

ditempatkan  

%                 11,50                   46,49  40 45 50 50 

RPD KOTA PANGKALPINANG 

► 

 

Mewujudkan 

kemandirian 

ekonomi dan 

pembangunan 

infrastruktur melalui 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

yang berkelanjutan 

 

 

 
  

Laju pertumbuhan 

ekonomi 
% 9,27 6,21 4 4,25 4,5 4,5 

► 
 

 

meningkatnya 

pertumbuhan 

investasi daerah 

 

 

  Realisasi investasi Milyar 438.146.631.380 479.675.343.959 500 525 550 550 
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No. 

 
Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 2021 2022 2024 2025 2026 

RENSTRA DPMPTSP&NAKER 

► 
meningkatkan nilai 

investasi PMDN  
  

persentase capaian 

nilai investasi 

PMDN 

%          602.359,00                 659,45  3 5 7 7 

► 
 

Meningkatnya 

nilai investasi 
  

 

 

nilai investasi 

PMDN 

 

 

Rp 3.312.974.474.099 3.956.674.829.280 500 M 600 M 700 M 700 M 

1. 
  

 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM 

PENANAMAN 

MODAL  

Jumlah investasi 

PMDN 
Rp  3.312.974.474.099   3.956.674.829.280   500 M  600 M 700 M 700 M 

2. 
  

PROGRAM 

PROMOSI 

PENANAMAN 

MODAL 

jumlah investor 

PMDN 
NIB             3.544,00             12.271,00  

        

500  
550 600 600 
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No. 

 
Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan 

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target 
Kondisi 

Kinerja pada 

Akhir 

Periode RPD 

2021 2022 2024 2025 2026 

3. 
  

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL  

persentase 

perusahaan yang 

melaporkan LKPM 

%                 30,26                    5,11  
    

20,00  

     

30,00  

     

40,00  
           40,00  
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BAB VIII  

PENUTUP 

 

 

8.1  Pedoman Transisi 

 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi lingkup 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga 

tahun. Renstra Transisi ini digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. 

 

8.2  Kaidah Pelaksanaan 

 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Transisi lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026 yang 

perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target 

Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang 

tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya; 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang 

pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat menjalin 

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 
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sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat 

tercapai; 

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 

tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan 

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja 

wajib berpedoman pada Renstra; 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu 

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara 

berkala; dan 

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat 

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan 

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan 

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
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